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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat
pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif A tidak dilambangkan
ب Ba B Bc
ت Ta T Tc
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ Kha K ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
xii
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ھ Ha H Ha
ء Hamzah ‘ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا Fathah A a
 ِا Kasrah I i
xiii
 ُا ḍammah U u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َى fatḥah dan yā’ Ai a dan i
 َو fatḥah dan wau Au a dan u
Contoh :
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلْﻮَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf Nama
Huruf dan
Tanda Nama
...ىَ  |اَ... Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas
ى Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas
 ُو Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh
 َتﺎَﻣ: mata
ﻰَﻣَر : rama
 ْﻞِْﯿﻗ : qila
 ُتْﻮَُﻤﯾ : yamutu
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4. Tā’ marbūṫah
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup
Ta’marbutah yang hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan
dengan huruf "t". ta’marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan
"h".
Contoh:
 ِل َﻒَْطْﻷا ُﺔَﺿَوَر : raudal al-at fal
 َُﺔﻠِﺿ ﺎَﻔْﻟا ُﺔَﻨْﯾ ِﺪَﻤَْﻟا : al-madinah al-fadilah
ﺔَﻤْﻜِﺤَْﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah tersebut.
Contoh:
ﺎَﻨﱠﺑَر: rabbana
ﺎَﻨْﯿ ﱠﺠَﻧ: najjainah
6. Kata Sandang
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya.
Contoh:
 ُﺔَﻔَﺴْﻠَﻔَْﻟا: al-falsafah
xv
 َُدﻼِﺒَْﻟا: al-biladu
7. Hamzah
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
a. Hamzah di awal
 ُتْﺮُِﻣأ : umirtu
b. Hamzah tengah
 َنْوُﺮُْﻣَﺄﺗ: ta’ muruna
c. Hamzah akhir
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.
Contoh:
Fil Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
xvi
9. Lafz al-Jalalah (  ﱠ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ﱠ  ُﻦْﯾِد Dinullahﺎِﺒﮭﻠﱠﻟا billah
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ْﻢُھ   ﱠ  ِﺔَﻤْﺣَر ْﻲِﻓHum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan
huruf awal dari kata sandang.
Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Wa ma Muhammadun illa rasul
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
Swt. = subhānahū wa ta‘ālā
Saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
xvii
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4
HR = Hadis Riwayat.
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ABSTRAK
Nama  :   Neli Anggraini
Nim     :   10300115093
Judul : Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi
Perbandingan Antara Mazhab Fikih dan KHI).
Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, karena
penetapannya didasarkan pada kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur‟anI
Sunnah, dan Ijtihad. Di dalam Islam, apabila terjadi kematian, maka akan ada
peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hal-hal penting
yang harus diketahui, kaitannya dengan kewarisan adalah syarat-syarat, rukun-rukun,
sebab-sebab, dan halangan-halangan untuk menerima harta warisan.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Kriteria pembunuhan yang berhak
memperoleh harta warisan menurut mazhab fikih dan Kompilasi Hukum Islam. 2.
Hak waris bagi pelaku pembunuhan menurut mazhab fikih dan Kompilasi Hukum
Islam.
Dalam ketentuan tentang terhalangnya hak kewarisan karena tindak pidana
pembunuhan terdapat perbedaan antara Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Dalam Hukum Islam, yang menjadi sebab terhalangnya hak kewarisan
seseorang adalah karena pembunuhan, perbudakan, perbedaan agama. Dalam
ketentuan itu tidak terdapat unsur tindak pidana percobaan pembunuhan, menganiaya
berat dan fitnah sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai
sebab terhalangnya hak waris seseorang. Ketentuan ini berangkat dari prinsip hukum
dalam Hukum Islam mengenai jarimah yang telah selesai yaitu pembunuhan dan
jarimah yang tidak/belum selesai (seperti percobaan pembunuhan).
Di sisi lain, KHI secara jelas menyatakan jarimah percobaan pembunuhan,
menganiaya berat dan fitnah merupakan unsur yang menyebabkan terhalangnya hak
waris seseorang sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 173 KHI. Dengan
demikian terlihat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam dan
KHI, yang selama ini ditempatkan sebagai ketentuan Hukum Islam untuk masyarakat
Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa percobaan pembunuhan, menganiaya
berat dan fitnah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 173 KHI mempunyai status
hukum yang sama dengan pembunuhan sengaja. Akibatnya, baik pembunuhan
sengaja maupun percobaan pembunuhan, menganiaya berat dan fitnah menyebabkan
pelakunya terhalang untuk menerima warisan. Hasil ini diperoleh dari Percobaan
pembunuhan yang diqiyaskan dengan pembunuhan sengaja yang mempunyai ‘illat
yang sama, yaitu sama-sama sengaja untuk menghilangkan nyawa pewaris dan
mempercepat proses pembagian warisan.
Dari hasil penelitian dapat juga disimpulkan, antara Hukum Islam dan
Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat perbedaan yang bertentangan antara satu
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dengan lainnya terkait dengan prinsip hukum yang dianut oleh masing-masingnya.
Ketentuan dalam Pasal 173 KHI ini bisa diajukan sebagai realisasi dari prinsip dalam
Hukum Islam tentang diserahkannya sebuah ketentuan hukum yang akan
diberlakukan kepada ulil amri atau hakim dalam menentukan hukuman ta’zir atas
tindakan pidana (jarimah). Ketentuan yang dihasilkan ulil amri atau hakim itu
diwujudkan kepada suatu peraturan dalam bentuk pasal hukum yang lahir karena
keputusan peradilan (yurisprudensi), yang dalam hal ini adalah ketentuan pasal
tentang terhalangnya hak kewarisan seseorang karena alasan tindak pidana percobaan
pembunuhan, fitnah maupun menganiaya berat.
Kata kunci: Percobaan Pembunuhan, Penghalang Hak Waris, Hukum Islam,
Kompilasi Hukum Islam.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam
Al-Qur’an dan Sunah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup
penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu
merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab
Jahiliyah. Sedikitnya ada empat macam konsep baru yang ditawarkan Al-Qur’an
ketika itu dan untuk seterusnya. Pertama, Islam menundukkan anak bersamaan
dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli dalam menerima waris. Dalam ilmu
kewarisan diluar Islam orang tua baru mungkin dapat menerima harta warisan kalau
si pewaris mati tidak memiliki keturunan. Kedua, Islam juga memberikan suatu
kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan seorang ibu) pewaris yang mati
tanpa meninggalkan keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami istri saling waris
mewarisi. Suatu hal yang bertolak belakang dengan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah
yang menjadikan istri sebagai salah satu bentuk harta warisan. Keempat, adanya
perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam suatu keadaan tertentu.
Fiqih Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris
yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta
bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara perhitungannya.
Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai
perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya
yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di
Indonesia misalnya mendefinisikan:
N
2Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih
kepada orang lain yang masih hidup”.1
Meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum, ialah bahwa
seseorang telah meninggal dunia dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau
sebagian dari pada mereka, atau ditetapkannya vonis oleh hakim terhadap seseorang
yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena
bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk
mengurus serta mengendalikan seluruh harta yang di milikinya. Hak kepemilikannya
tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, kecuali setelah ia meninggal.2
Selain persyaratan meninggalnya yang meninggalkan warisan dan masih
hidupnya para ahli waris, persyaratan untuk mendapatkan pewarisan adalah
disebabkan karena tidak adanya sebab-sebab atau hal-hal yang menghalangi pihak
ahli waris untuk menerima warisan.
Dalam hukum Islam, yang menjadi sebab atas terhalang menerima warisan
juga telah diatur. Terdapat empat hal yang menjadi sebab atas terhalang seseorang
dalam menerima warisan yaitu: pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan dan
murtad.
Dalam ketentuan hukum lain, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan
mengenai terhalang kewarisan seseorang/pihak juga diatur. Menurut Ikhtiyanto
sebagaimana melansir dari Abdurrahman, dinyatakan bahwa Hukum Islam sebagai
tatanan hukum yang dipegangi atau ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia
1Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas
(Gadjah Mada University Press: Februari, 2012), h. 17-18.
2Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, fikih II (Alauddin Press: CV. Berkah Utami), h.
168-181.
Pmerupakan hukum yang telah hidup dalam masyarakat merupakan sebagian dari
ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam pembinaan hukum nasional serta
merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.3
Ketentuan dari waris mewarisi ini merupakan suatu manifestasi dari
pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak maupun harta
tidak bergerak karena secara otomatis hukum waris mengakui adanya perpindahan
hak dan kepemilikan si pewaris kepada ahli warisnya, ketika terjadi suatu peristiwa
kematian. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa
hukum kematian maka harta peninggalan seseorang akan diatur oleh hukum
kewarisan. Oleh karena itu, perlu pengaturan kewarisan menetapkan secara rinci dan
detail agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris (penerima harta
peninggalan si mayit) sepeninggal orang yang hartanya diwarisi.
Untuk memperoleh harta warisan tersebut, harus ada sebab-sebab seseorang
berhak untuk menerima suatu harta warisan yaitu adanya pertalian nasab baik bersifat
lurus ke bawah, ke atas, ataupun menyamping. Selain itu, hubungan perkawinan juga
menjadi sebab seseorang menerima harta warisan. Namun, seorang ahli waris tidak
akan memperoleh harta warisan apabila dalam diri ahli waris tersebut terdapat hal-hal
yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. Dalam ilmu faraidh,
penghalang tersebut dinamakan dengan mawani’ al-irtsi.4 Kata mawani’ adalah
bentuk jamak dari mani’ yang menurut etimologi berarti penghalang di antara dua hal
dan terminology berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.5
3Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 16.
4Mawani’ al-Irts adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, dalam istilah ulama
faraidh adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima
warisan padahal sudah cukup syarat-syarat da nada hubungan pewarisan.
5Ahda Fithriani, Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,
vol. 15, (Desember 2015), h. 93-106.
4B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka penulis
menjadikan masalah pokok adalah: Bagaimana Pembunuhan sebagai Penghalang
Menerima Warisan (Studi Perbandingan antara Mazhab Fikih dan KHI)?. Dari pokok
masalah tersebut maka penulis merumuskan dua sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pembunuhan menurut Mazhab Fikih dan KHI?
2. Bagaimana pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan menurut
pandangan ulama fikih dan KHI?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Penulis memfokuskan penelitian terhadap masalah kewarisan, tentang
halangan ahli waris yang melakukan pembunuhan untuk dapat menerima harta
warisan dari pewaris dengan melakukan perbandingan antara pandangan ulama
mazhab dengan pandangan KHI.
2. Deskripsi Fokus
Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu
mengemukakan beberapa pengertian dari kata-kata yang dianggap penting, sebagai
berikut:
Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang didalam istilah agama
disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat,
maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk
mendapatkan nikmat.6
6Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam: (Lengkap dan Praktis),
(Sinar Grafika Offset, t.th), h. 56.
RPenghalang adalah suatu sebab atau alasan yang mengakibatkan sesuatu tidak
dapat mencapai maupun memiliki yang diinginkan karena ketentuan suatu kaedah-
kaedah.7
Harta waris (al-Mauruts) adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal
dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan
jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian
wasiat harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berutang
kepada orang lain sejumlah harta.8
Perbandingan merupakan sistem atau cara mencari perbedaan ataupun
persamaan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan menganalisis guna
mendapatkan jawaban yang lebih spesifik.9
Fikih berarti paham, secara harfiah fikih berarti pemahaman yang mendalam
terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara
terminology yaitu fikih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang
diperoleh melalui dalil di Al-Qur’an dan Sunnah. Selain itu, fikih merupakan ilmu
yang juga membahas hukum syar’iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia
sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah.10
Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah kumpulan aturan atau hukum-hukum
perdata Islam yang berisi tiga kitab hukum yaitu perkawinan, kewarisan, dan
perwakafan dengan landasan yuridis Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991. KHI
7Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Cet. 3, (Bandar Lampung: PT Citra
Aditya Bakti, Februari 2000), h. 192.
8A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1997), h. 33.
9F. X. Suhardana, Cet. 2, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 1996), h. 6.
10Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, fikih II, (Alauddin Press: CV. Berkah Utami, t.th),
h. 2.
Smerupakan seperangkat peraturan hukum-hukum perdata Islam yang disusun secara
sistematis yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan, dan landasan bagi hakim-
hakim di lingkungan peradilan agama, baik untuk tingkat pertama, banding, dan
kasasi, serta upaya hukum lainnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus
perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.11
Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari
pengertian judul skripsi ini adalah tentang terhalangnya seseorang menjadi ahli waris
untuk mendapatkan warisan dikarenakan perbuatan menghilangkan nyawa al-
muwaris (si-pewaris) dengan cara melakukan studi perbandingan pendapat antara
ulama mazhab fikih dengan KHI.
D. Tinjauan Pustaka
Skripsi ini membahas tentang “Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima
Warisan (Studi Perbandingan antara Mazhab Fikih dan KHI)”. Oleh karena itu,
dilihat dari sisi literatur yang penulis gunakan menunjukkan bahwa secara khusus
menggunakan dua sumber yang berbeda, yakni literatur yang bersumber dari
pandangan mazhab fikih dan literatur yang bersumber dari KHI.
Adapun literatur yang membahas dari sisi pandangan mazhab fikih tentang
warisan pembunuh dapat diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadis serta
buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut seperti yang disusun oleh Prof.
Dr. Sabri Samin, M. Ag. dan Dra. Andi Narmaya Aroeng, M. Pd., fikih II (Alauddin
Press: CV. Berkah Utami), dimana buku ini membahas mengenai hukum kewarisan
dikalangan mazhab fikih yang mana pandangan mereka tentang hukum pemberlakuan
11Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan bagi Hakim Pengadilan
Agama (Suatu Tinjauan Prospektif), (Alauddin University Press, 2011), h. 73.
Twaris ternyata berbeda-beda, akibat dari perbedaan tersebut dikarenakan pandangan
mereka terhadap ayat dan hadis tentang warisan, bahkan mengenai kejadian yang
mungkin mereka temui setiap hari (ijtihad). Adapun literatur yang berkaitan dengan
KHI seperti yang disusun oleh Alimuddin S. Ag., M. Ag, Kompilasi Hukum Islam
sebagai Hukum Terapan bagi Hakim Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Prospektif),
dimana buku ini membahas tentang pemberlakuan KHI sebagai rujukan hukum dalam
pemecahan masalah warisan di Pengadilan Agama, meskipun ada beberapa
pemberlakuan hukum yang tidak sesuai dengan hukum fikih, namun masyarakat
menerima adanya KHI ini sebagai hukum ditengah-tengah peliknya masalah yang ada
khususnya masalah kewarisan. Juga terdapat beberapa jurnal ilmiah yang penulis
jadikan literatur dalam pemecahan masalah tersebut seperti yang disusun oleh Fitrotin
Jamilah, Jurnal Study Islam Panca Wahana, dimana jurnal ini membahas tentang
penganiayaan berat yang telah disebutkan dalam pasal 173 a KHI merupakan
penghalang seorang ahli waris mendapatkan warisan, sedangkan yang kita tahu dalam
fikih tidak ada istilah penganiayaan berat sebagai penghalang menerima warisan.
Dari beberapa literatur diatas, belum ada yang membahas tentang judul yang
menyangkut masalah “pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan” secara
khusus dan lebih mendalam, melainkan hanya membahas dan menjelaskan beberapa
hal dasar daripada judul. Oleh sebab itu, penulis akan mencoba membahas lebih
dalam lagi terhadap judul skripsi pada pembahasan selanjutnya.
E. Metode Penelitian
Metode merupakan dasar atau pondasi utama untuk mencapai hasil dari suatu
penelitian. Dalam penelitian demi menghasilkan data yang sesuai dengan fakta atau
8transparansi dan untuk menjawab masalah dalam penelitian, adapun metode yang
digunakan adalah:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.12
Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku
perpustakaan (library research). Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa
adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan
buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat serta membaca dan mempelajari
untuk mempeoleh hasil dari suatu penelitian.
2. Metode Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Syar’i
Pendekatan syar’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengutip
ayat Al-Qur’an atau hadits nabi atau ijma’ para ulama yang membahas tentang
hukum-hukum yang berhubungan dengan kewarisan.
b. Pendekatan Yuridis
Tinjauan yuridis merupakan tinjauan yang dilihat dari aspek tinjauan hukum
yang berkaitan dengan penelitian, khususnya pandangan ulama mazhab fikih dan KHI
tentang kewarisan.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research) maka sudah pasti sumbernya pada pengutipan data-data pada buku sebagai
instrument utamanya serta dokumen-dokumen melalui penelusuran kepustakaan, baik
secara sekunder maupun primer.
12Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Cet. I, (Makassar: Alauddin
Pers, 2013), h. 15.
9a. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah sumber yang didapat secara tidak langsung
memberikan informasi kepada pengumpulan data melalui orang lain maupun
dokumen. Sumbernya bisa berasal dari buku-buku yang membahas tentang waris dan
pengelolaannya, media internet, instrument waris dan lain-lain.
b. Sumber Primer
Sumber primer yaitu sumber yang didapatkan secara langsung dari data-data
oleh pengumpulan data berupa informasi dari narasumber atau rujukan utama kitab-
kitab hukum yang membahas hukum Islam serta media massa mengenai infrastruktur
dan data kewarisan untuk menguatkan referensi penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data
Saat melakukan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:
a. Kutipan langsung adalah mengutip secara perkataan atau pendapat atau tulisan
sesuai dengan aslinya tanpa mengubah.
b. Kutipan tidak langsung adalah mengutip tulisan, data dan pendapat dengan cara
mengubah formulasi atau susunan kata tapi dengan maksud yang jelas dan sama.
5. Instrument Penelitian
Untuk mempermudah penelitian, maka peneliti menggunakan alat-alat yaitu:
a. Notebook berupa buku catatan yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting
yang berkaitan dengan instrument penelitian.
b. Alat tulis menulis, pulpen dan pensil, dimana pulpen digunakan untuk menulis
atau menyalin instrument yang berkaitan dengan penelitian. Adapun pensil
digunakan untuk menandai hal-hal penting dalam suatu media cetak atau buku.
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c. Personal computer/gadget merupakan instrument benda yang sangat penting
dalam menunjang penelitian dan sekaligus mempermudah penelitian dengan fitur
yang multifungsi.
6. Pengumpulan Data
Adapun penelitian skripsi ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan
(library research). Dimana penelitian ini mencakup dua hal, yaitu:
a. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan diperoleh dari berbagai literatur yang ada dan relevan
dengan pembahasan serta berhubungan dengan masalah pokok yang akan dibahas
dalam skripsi ini.
b. Metode Pengolahan Data
Data-data yang telah diperoleh akan diolah berdasarkan metode induktif,
deduktif, dan komparatif.
Metode induktif yang dimaksud disini yaitu, menganalisa data yang bersifat
fakta kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah pendapat atau statemen.
Metode deduktif yaitu, menganalisa yang sifatnya umum kemudian ditarik
menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya khusus.
Sedangkan metode komparatif yaitu, membandingkan data-data yang ada
antara satu data dengan data yang lain untuk dapat ditarik suatu solusi apabila
terdapat perbedaan.
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pembunuhan sebagai penghalang menerima
warisan dalam pandangan mazhab fikih dan KHI.
2. Untuk mengetahui kriteria pembunuhan yang layak dan pembunuhan yang
tidak layak untuk mendapatkan warisan.
Sedangkan kegunaan dari penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum yang berlaku dikalangan
ulama mazhab dan KHI tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima
warisan.
2. Untuk mengetahui bagaimana mazhab fikih dan KHI memberlakukan
hukum terhadap pelaku pembunuhan al-muwarits.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBUNUHAN
Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat.
Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak
terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikan. Bahkan tidak dapat dipungkiri
bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban
pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang
berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang,
setidak-setidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik
bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.13
Indonesia adalah negara hukum yang di dalam pembukaan konstitusinya memberikan
jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif
atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan
sanksi pidana.14 Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu
saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja
maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau
psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis
setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan
13J.M Van Bemmelen, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, (edisi
Indonesia), (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 13.
14Karolus Kopong Medan, Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores:
Suatu Studi Budaya Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), h. 1.
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diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.15 Manusia sejak dalam
kandungan memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak ini tidak dapat
dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali oleh sang pemberi
kehidupan ini yaitu Tuhan. Maka dari itu wajib hukumnya untuk sesama manusia
menghormati kehidupan itu sendiri. Didalam banyak cerita dan mitologi, merampas
hidup orang lain adalah dosa yang sangat berat.
Maka dari itu tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain
baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, merupakan suatu tindakan yang tidak
dapat dibenarkan baik dari segi agama karena melanggar perintah Allah yang ke
lima,16 maupun hukum yang berlaku yaitu pasal 338 KUHP dan sekaligus juga
melanggar hak asasi manusia (HAM).
A. Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam
1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam
Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan Jinayah dan menurut ahli
fiqih perkataan Jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara’
yang diancam dengan hukum hudud17 dan qishash.
Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan
tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.
Istilah yang mempunyai makna yang sepadan dengan Jinayah adalah
Jarimah.18 Akan tetapi kebanyakan para ulama’ menggunakan istilah jarimah dalam
15Saut Ricky Mariyono Purba, Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman, (Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya, 2016), h. 2.
16Lembaga al-Kitab Indonesia, Alkitab Deuteronika, (Jakarta: Ed. Sanggar Prathivi, 2005), h.
10.
17Hudud jamak dari hadd, arti aslinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga
cegahan, sedangkan menurut syari’at yang dimaksud ialah hukuman yang telah ditetapkan dalam al-
qur’an sebagai hak Allah.
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menjelaskan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman atasnya. Selain itu,
ulama’ juga bersepakat pembunuhan termasuk dalam kategori dosa besar karena
pembunuhan berarti tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya.
Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut al-qatala berasal dari kata qatala
yang sinonimnya amaata yang artinya mematikan. Sedang mengenai pengertian dari
pembunuhan itu sendiri, Abdul Qadir al-Audah mendefinisikan sebagai berikut:
 لﺎﻤﻋأ ﺐﺒﺴﺑ ﺮﺸﺒﻟا ةﺎﯿﺣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ﻮھ ﻞﺘﻘﻟا يأ ، ةﺎﯿﺤﻟا ﻞﯾﺰﯾ يﺮﺸﺑ ﻞﻌﻓ ﻮھ ﻞﺘﻘﻟا
ىﺮﺧأ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧإ
Artinya:
Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni
pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan
manusia yang lain.”
Wahbah Zuhaili memberikan pengertian pembunuhan dengan mengutip
pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:
تﺎﯿﺣ ﻦﻣ ﺎًﺼﺨﺷ مﺮﺤﯾ وأ ﻞﯾﺰﯾ ﻞﻌﻓ ﻮھ ﻞﺘﻘﻟا
Artinya:
Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa
seseorang.”
Dari definisi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa unsur-unsur
dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam adalah:
a. Menghilangkan nyawa manusia
b. Adanya perbuatan, baik perbuatan itu aktif maupun pasif. Maksud dari perbuatan
aktif adalah adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan sehingga
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, misalnya menusuk seseorang dengan
pisau. Maksud dari perbuatan pasif adalah tidak adanya perbuatan atau tingkah
18Jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara’ dan
ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya
(had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (ta’zir).
NR
laku yang dilakukan tetapi karena tidak berbuat itu mengakibatkan hilangnya
nyawa seseorang.
c. Dilakukan oleh orang lain, karena jika dilakukan oleh diri sendiri dinamakan
bunuh diri meskipun dilarang oleh syara’ tetapi tidak ada ancaman hukuman
didalamnya, dikarena pelaku sudah tiada.19
2. Sanksi  Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam
Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam ada
beberapa jenis. Secara garis besarnya adalah hukuman itu sendiri terdiri dari
hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok
dalam tindak pidana pembunuhan adalah qishash. Apabila dimaafkan oleh keluarga
korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat, dan jika sanksi qishash atau diyat
itu dimaafkan pula maka akan ada hukuman ta’zir dan hukuman tambahan, yang
dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.
Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga
berbeda, yaitu sebagai berikut:
a. Hukuman pembunuhan sengaja
Hukuman pokoknya adalah qishash atau balasan setimpal. Yang dimaksud
balasan setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka balasannya
juga kematian. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. pada QS. Al-Baqarah/2:178-
179:
19A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta:
Grafindo Persada, 2000), h. 2.
NS
َ َ َٱ َ ِ ُ ُ ۡ َ َ  َ ِ ُ  ْا ُ َ اَءٱ ُص َ ِ ۡ ِٱ ۡ َ َۡٱُ ۡ ِ ُۡ ِّ َوٱ ُ ۡ َ ۡ ِ ۡ َ ۡ ِ َوٱ ٰ َ ُ ۡ
 ِٰ َ ُ ۡ ُ َ  َ ِ ُ  ۡ َ َۥ َ  ٞء ۡ َ  ِ ِ َأ ۡ ِ ۢ ُع َ ِ ّ ِ ۡ ُ ۡ َ ِفو ٌٓءاََدأَو ٰ َ ٖ ٰ َ ۡ ِ ِ  ِ ۡ َ ِ إ ِ َ ٞ ِ ۡ َ
 ِ َ َ  ٞۗ َ ۡ َرَو ۡ ُ ِ ّ ر ِ ّٱ ٰى َ َ ۡ ُ َ َ  َ ِ ٰ َ  َ ۡ َۥ َ َ َأ ٌبا ٞ ِ١٧٨ َ َو ۡ ُ ِٱ ِص َ ِ ۡ ٞة ٰ َ َ
 ِ ُْو َٱ ِ ٰ َ ۡ َ ۡ َن ُ َ  ۡ ُ َ َ١٧٩
Terjemahannya:
178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu
pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,
Maka baginya siksa yang sangat pedih.
179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.20
Apabila qishash tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat
pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hukuman
penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor unta kepada
keluarga korban. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw kepada
penduduk Yaman:
 َْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِّﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰَﻟِإ اﻮُﻤََﺼﺘْﺧﺎَﻓ ًﺎﻧﺎَﺴِْﻧإ ْﺖَﺣَﺮَﺟ ََﺔﺛِرﺎَﺣ ﱠُمأ ِﻊِّﯿَﺑ ﱡﺮﻟا َﺖُْﺧأ ﱠَنأ ٍﺲََﻧأ ْﻦَﻋ ِﮫ
 ْﻟا َصﺎَﺼِﻘْﻟا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ﺎَﯾ ِﻊِﯿﺑ ﱠﺮﻟا ﱡُمأ َْﺖﻟَﺎَﻘﻓ َصﺎَﺼِﻘ
 ﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا َلﺎَﻘَﻓ ﺎَﮭْﻨِﻣ ﱡَﺺﺘُْﻘﯾ َﻻ ِ ﱠ َو َﺔَﻧَُﻼﻓ ْﻦِﻣ ﱡَﺺﺘُْﻘَﯾأ ِ ﱠ  َلﻮُﺳَر َﻢ
 َﻻ ِ ﱠ َو َﻻ ْﺖَﻟﺎَﻗ ِ ﱠ  ُبَﺎﺘِﻛ ُصﺎَﺼِﻘْﻟا ِﻊِﯿﺑ ﱠﺮﻟا ﱠُمأ ﺎَﯾ ِ ﱠ  َنﺎَﺤْﺒُﺳ ﺎََﻤﻓ َلﺎَﻗ ًاﺪََﺑأ ﺎَﮭْﻨِﻣ ﱡَﺺﺘُْﻘﯾ
20Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 27.
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 َﻟ ْﻦَﻣ ِ ﱠ  ِدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ ﱠنِإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَﻓ َﺔَﯾ ِّﺪﻟا اُﻮﻠَِﺒﻗ ﻰﱠﺘَﺣ ْﺖَﻟاَز ْﻮ
 ُه ﱠﺮََﺑَﻷ ِ ﱠ  ﻰَﻠَﻋ َﻢَﺴَْﻗأ
Artinya:
Dari Anas ra, bahwa kakak perempuan Rubayyi', ibunya Haritsah, pernah melukai
seseorang. Lalu semua keluarganya pergi mengadukan hal itu kepada Rasulullah
saw. Setelah mendengar pengaduan tersebut maka Rasulultah bersabda,
"Laksanakanlah hukum qishash, laksanakan hukum qishash!" Tetapi, Ummu
Rubayyi' merasa keberatan dengan hukuman ini seraya berkata, "Ya Rasulullah,
apakah perlu dijatuhkan hukuman qishash terhadap fulanah? Demi Allah, jangan
engkau jatuhkan hukuman qishash kepadanya!" Kemudian Rasulullah bersabda,
"Maha Suci Allah! Hai Ummu Rubayyi', bukankah hukum qishash itu sudah
merupakan suatu ketentuan dari Allah?" Ummu Rubayyi" menjawab, "Demi Allah ya
Rasulullah, janganlah ia dijatuhkan hukuman qishash untuk selama-lamanya!"
Sementara itu Ummu Rubayyi' terus mendesak, sampai pihak keluarga korban mau
menerima diyat. Akhirnya Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba
Allah ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, maka ia akan berbuat baik
kepada-Nya." {Muslim: 5/105-106}21
Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk diyat namun dalam
pelaksanaannya diserahkan kembali kepada keluarga korban, apakah akan menuntut
hukuman diyat itu atau tidak namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan
atau kafarat yang merupakan hak dari Allah.
Bentuk pertama dari hukuman kafarat yakni adalah memerdekakan hamba
sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa dua
bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari kafarat ini adalah kehilangan hak
mewarisi yang dibunuhnya. Sesuai hadits Nabi:
21Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, rev 1.03 update
26.03.2009, [Aplikasi Hadits], Kitab Qishash dan Diyat, No. Hadits, 1034.
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 ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  َلﻮُﺳَر ﱠَنأ َةَﺮْﯾَﺮُھ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ َﺳَو َﻢﱠﻠ َﻘْﻟا َلﺎَﻗ ُثِﺮَﯾ َﻻ ُِﻞﺗﺎ
Artinya:
Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, "Pembunuh tidak
berhak mendapatkan harta warisan.” Shahih: Al-Irwa'(1671).22
b. Hukuman pembunuhan semi sengaja
Hukuman pokoknya adalah diyat mughalladzah artinya diyat yang diperberat.
Perbedaan antara diyat pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja
terletak pada pembebanan dan waktu pembayaran. Pada pembunuhan sengaja, diyat
dibebankan kepada pelaku sendiri dan pembayarannya tunai sedangkan pada
pembunuhan semi sengaja, diyat dibebankan kepada keluarga pelaku atau aqilah dan
pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun.
Hukuman kafarat terhadap pembunuhan semi sengaja adalah memerdekakan
hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan dikenakan
hukuman ta’zir yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan
perbuatan si pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama
22Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah (Full), [Aplikasi Hadits],
Kitab Diyat, No. Hadits, 2157-2696.
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dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu tidak mewarisi harta
dari orang yang telah dibunuhnya.
c. Hukuman pembunuhan karena kesalahan
Hukuman pokok yang dijatuhkan adalah diyat dan kafarat, diyat ini olehimam
Syafi’I digolongkan dalam diyat mukhaffafah, yaitu diyat yang diperingan.
Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:
1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqilah (keluarga).
2. Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.
3. Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok:
a. 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun.
b. 20 ekor sapi betina yang sudah besar.
c. 20 ekor sapi jantan yang sudah besar.
d. 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun.
e. 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun.
Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa. Menurut fuqoha tidak ada
ta’zir dalam pembunuhan tersalah, hal ini dikarenakan dua hukuman pokok, yaitu
diyat dan kafarat serta hukuman-hukuman tambahan yang dianggap cukup. Artinya
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didalam hukum islam tidak ada larangan untuk menentukan hukuman ta’zir ketika
hukuman diyat diampuni. Hal ini jika dinilai ada kebaikan untuk bersama.23
B. Pembunuhan Menurut KUHP
1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP
Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda dengan “Strafbaar feit”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam
Strafwetboek atau Kitab Undang-undang  Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di
Indonesia.
Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.24 Sedangkan Soerdjono Soekanto dan
Purnadi Purwacaraka, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau
perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah
hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.25
Dari pengertian tindak pidana diatas, dapat diketahui unsur-unsur tindak
pidana yaitu:
23M. Amin Suma, dkk, Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 153-155.
24Lihat Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum di Indonesia, (Bandung: PT. Eresco, t.th), h.
55.
25Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 85.
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a. Adanya perbuatan atau tingkah laku.
b. Perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum.
c. Kesalahan(yangdilakukanolehorangyangdapat dipertanggung  jawabkan).
d. Diancam dengan pidana atau hukuman pidana.
Sehingga dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum dan diancam dengan hukuman
pidana.
Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa
(misdrjn tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.26
Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan
nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat
hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah
perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.27
Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada pasal 338 KUHP
yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan
biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”
Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:
a. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
26Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
t.th), h. 55.
27Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24.
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b. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh.
c. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk
membunuh.28
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP
Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title
XIX (pasal 338-350), tentang “kejahatan-kejahatan terhadap myawa orang lain”.
Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana marerial (material delict), artinya untuk
kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan
tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.
Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari
kesalahan pelaku (subjective element) dan sasaran (objective element).
Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan,
yakni:
a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja
(dolense misdrijven). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP.
b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan
(culpose misdrijven). Terdapat pada pasal 359 KUHP, “Barangsiapa karena
kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya
lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”
28R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bandung: PT.
Karya Nusantara, 1989), h. 207.
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Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan kepada tiga macam:
1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang sedang atau
belum lama dilahirkan.
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang masih dalam
kandungan.29
Dibawah ini akan dijelaskan kejahatan terhadap nyawa manusia yang
dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan.
Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang
lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang
dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni:
a. Pembunuhan biasa.
b. Pembunuhan terkwalifikasi.
c. Pembunuhan yang direncanakan.
d. Pembunuhan anak.
e. Pembunuhan atas permintaan si korban.
f. Membunuh diri.
g. Menggugurkan kandungan (abortus).30
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP
29M. Amin Suma, dkk, Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 143-144.
30M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, (Bandung: Remaja
Karya, 1986), h. 121.
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Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP menetapkan jenis-jenis pidana
atau hukuman yang termaktub dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian,
yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.
a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:
1. Hukuman mati
Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap
berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340
KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling
lama dua puluh tahun.”).
2. Hukuman penjara
Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman
penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat.
Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup.
Hukuman penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah
pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan
nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun.”), pembunuhan terkwalifikasi (pasal 339 KUHP, “Pembunuhan
yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud
untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepas diri
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sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling
lama dua puluh tahun.”), pembunuhan anak (pasal 341 KUHP, “Seorang ibu yang
karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja
menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama
kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.” dan 342 KUHP, “Seorang ibu yang untuk melaksanakan
keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan
anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama
kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana,
dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”), pembunuhan atas permintaan
korban (pasal 344 KUHP, “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas
permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun.”), dan menggugurkan kandungan (pasal 346 KUHP,
“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau
menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.”, 347 KUHP, ayat 1 “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Ayat 2 “Jika perbuatan itu
mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun.”, 348 KUHP, ayat 1 “Barangsiapa dengan sengaja
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menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Ayat 2 “Jika
perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.”, dan 349 KUHP, “Jika seorang dokter, bidan atau
juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun
melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam
pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah
dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana
kejahatan dilakukan.”).
3. Hukuman kurungan
Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman
ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian.
Pelaksanaan hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya: pasal
490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, “Diancam dengan pidana
kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh
puluh lima rupiah: (1) barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap
hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau
sedang memikul muatan, (2) barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah
penjagaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi
ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul
muatan, (3) barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di
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bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian, (4) barang siapa
memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan
oleh pejabat tersebut tentang hal itu.”, pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka
umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum, ayat 1
“Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu-lintas, atau
mengganggu ketertiban, atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan
sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan
penjagaan tertentu terlebih dahulu supaya jangan membahayakan nyawa atau
kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau
pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”, Ayat 2 “Bila pada
waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan
yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang disebutkan
dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu”.
4. Denda
Hukuman denda selain diancam pada pelaku pelanggaran juga diancamkan
terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif jumlah yang
dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang
jumlah maksimum tidak ada ketentuan.
a. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis, yaitu:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
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Hal ini diatur pada pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah
berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut
bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri
sipil atau PNS.
a. Perampasan barang tertentu
Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang
dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang
digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.
b. Pengumuman putusan hakim
Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar
dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya
ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya terhukum.
Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk
kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak
pidana pembunuhan dibawah ini:
1. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal
338 KUHP:
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
2. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP:
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“Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang
lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling
lama dua puluh tahun.”
3. Pembunuhan tidak dengan sengaja, diatur dalam pasal 359 KUHP:
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan
paling lama satu tahun.”31
31Leden Marpaung, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, t.td. h. 107-110.
BAB III
PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN
Asas terpenting dalam ilmu waris adalah asas ‘adalah yakni prinsip keadilan.
Ciri keadilan Allah adalah dengan tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli
waris (penerima harta peninggalan si mayit). Bahkan dengan adanya aturan yang
sangat jelas dan sempurna, Allah telah menentukan pembagian hak setiap ahli waris
dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Allah telah menetapkan hal itu dengan tujuan
untuk mewujudkan suatu keadilan dalam kehidupan manusia, mencegah dan
meniadakan kedzaliman laki-laki atas kaum perempuan, menutup rapat-rapat ruang
gerak para pelaku kedzaliman dan membangkitkan rasa semangat persamaan derajat
untuk semua manusia yang hidup di muka bumi, baik atas kaum laki-laki maupun
kaum perempuan.32
Salah satu dasar tentang keberadaan dari Faraidh ini adalah sebagaimana
diungkapkan dalam hadits Rasulullah saw:
اُﻮﻘِﺤَْﻟأ F ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠ َ  ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ W َلﺎَﻗ ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُ ﱠ َ  َﻲِﺿَر سﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ
E ٍﺮََﻛذ ٍﻞُﺟَر ﻰَﻟَْوِﻷ َﻮُﮭَﻓ َﻲِﻘَﺑ ﺎَﻤَﻓ I ﺎَﮭِﻠَْھﺄِﺑ َﺾِﺋاَﺮَﻔَْﻟاﮫَْﯿﻠَﻋ ٌﻖَﻔﱠﺘُﻣ
Artinya:
“Dari Ibn Abbas ra, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda,
“Berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki
yang paling dekat.” Muttafaq Alaihi.33
32Beni Ahmad Saebani, Fikih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75.
33Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam, versi 2.0,
[Aplikasi Hadits], Kitab Jual Beli Bab Faraidh, No. Hadits, 971.
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Peralihan harta benda milik orang yang telah meninggal dunia kepada mereka
yang masih hidup, atau orang-orang yang secara hukum atau ditetapkan sebagai pihak
penerima harta benda bersangkutan itu tidak menutup kemungkinan adanya berbagai
persyaratan terjadinya kewarisan. Persyaratan-persyaratan itu diantaranya adalah
yang berkaitan dengan pewaris atau persyaratan yang berhubungan dengan pihak
pewarisnya.
A. Pembunuhan Menurut Islam
Hukum pidana Islam dikenal tiga macam jarimah (tindak pidana) yaitu: (1)
jarimah hudud, (2) jarimah qishash-diyat, (3) jarimah ta’zir. Ketiga jarimah ini
mempunyai kelenturan dalam penerapannya yang dapat dijadikan sebagai bahan
pembaharuan hukum pidana nasional. Hukum pidana Islam menawarkan berbagai
bentuk pemidanaan yang dapat dipilih oleh hakim sebagai hukuman yang tepat.
Hukum pidana Islam memberikan perlindungan kepada korban, pelaku, masyarakat,
dan negara, dimana peradilan pidana Islam memberikan solusi banyak alternatif
penyelesaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan antara
korban, pelaku, masyarakat dan negara. Salah satu konsep pertanggungjawaban
pidana dalam fikih jinayah yang bisa diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan.
Dalam pidana Islam, seseorang yang melakukan pembunuhan tapi jika pihak keluarga
korban memaafkan, maka pelaku bebas sama sekali dari hukum.34
34Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 22-26.
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Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah qishash-diyat,
yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishash (hukuman sepadan/sebanding)
atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya,
namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban
ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (qishash-diyat)
tersebut bisa hapus sama sekali. Karena dalam qishash ada pemberian hak bagi
keluarga korban untuk berperan sebagai “lembaga pemaaf”, mereka bisa meminta
haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak
pidana (restoratif).35 Dalam hal ini disebut dengan keadilan retributive36-restitutive,37
dan jarimah ta’zir juga tidak dikategorikan sebagai hak Allah, karena hukumannya
ditetapkan oleh pemegang kebijakan.
Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau
beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal
dunia. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia
yang menyebabkan hilangnya nyawa. Pada dasarnya, Islam telah melarang kaum
Muslim melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syari’at.
35Restoratif yaitu hak korban atau walinya/keluarganya untuk memberikan
pemaafan/pengampunan kepada pelaku tindak pidana, dan dengan prinsip inilah sesungguhnya yang
menjadi landasan syari’at Islam sebagaimana isi yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah (2): 178.
36Retributive yaitu pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan
kepada orang yang melakukan kejahatan. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori-teori dan
kebijakan pidana, (Bandung: PT. Alumni, 2005), h. 10-11.
37Restitutive yaitu adanya kesempatan untuk memberikan maaf dan kemungkinan terjadinya
rekonsiliasi adalah sebagai prinsip dasar dari qishash. Lihat Abu Hafsin, Kontribusi Konsep Keadilan
Hukum Pidana Islam Terhadap Pengembangan Konsep Keadilan Hukum Pidana Positif, (Semarang:
IAIN Walisongo, 2010), h. 82.
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Adapun jika seseorang tidak terlibat dalam pemukulan secara langsung, maka
hal ini perlu dilihat. Jika ia berposisi sebagai orang yang memudahkan terjadinya
pembunuhan, seperti menghentikan pihak yang hendak dibunuh, lalu orang tersebut
dibunuh oleh pelaku pembunuhan, atau menyerahkan korban kepada pelaku
pembunuhan, ataupun yang lain-lain, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai
pihak yang turut bersekutu dalam pembunuhan, akan tetapi hanya disebut sebagai
pihak yang turut membantu pembunuhan. Oleh karena itu, orang semacam ini tidak
dibunuh, akan tetapi hanya dipenjara saja.
Akan tetapi pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman ta’zir, jika
pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Demikian pula menurut
Madzhab Maliki yang mewajibkan pemberian hukuman ta’zir bagi pelaku
pembunuhan dan penganiayaan yang hukuman qishash dihapuskan atau yang
terhalang hukumannya.
Kemudian ketentuan mengenai kriteria jarimah qishash-diyat yang masih
menjadi perdebatan adalah mengenai prinsip kesamaan di depan hukum (keadilan
sosial), kesetaraan gender dan adanya diskriminasi agama harus dikonstruksi lagi.38
Hal ini sebagaimana pendapat jumhur fuqaha’ yang menetapkan bahwa hukuman
qishash dapat diberlakukan kepada pelaku, jika telah memenuhi syarat-syarat yang
berkaitan dengan korban, yaitu:
38Rahman Hakim, Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-2. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 113-
115.
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1. Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatannya
(darahnya) oleh Negara. Dengan demikian, jika korban kehilangan
keselamatannya, seperti: murtad, pezina muhshan, pembunuh,
pemberontakan, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman
qishash.
2. Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya
tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika
ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum qishash.
3. Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik agama,
kemerdekaan, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, jika korban itu
sebagai budak, atau nonmuslim (kafir), dan atau perempuan, kemudian
pelakunya adalah merdeka, muslim dan laki-laki, maka tidak dapat
dihukumi qishash. Jumhur fuqaha’ berpendapat bahwa asas perlindungan
adalah keislaman, kecuali mereka yang melakukan perjanjian dan yang
terlindungi darahnya yang paling tinggi adalah muslim itu sendiri.
B. Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Warisan
Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam memuat petunjuk-petunjuk untuk
dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia dan akhirat yang sebagian besar
dijelaskan secara global. Didalamnya terdapat hukum-hukum yang menjadi landasan
umat Islam. Namun, diantara berbagai macam permasalahan hukum yang dijelaskan
dalam Al-Qur’an, terdapat satu permasalahan hukum yaitu mengenai aturan
pembagian harta warisan yang diuraikan secara terperinci.
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Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa
hukum kematian maka harta peninggalan seseorang akan diatur oleh hukum
kewarisan. Oleh karena itu, perlu pengaturan kewarisan dalam menetapkan secara
rinci agar tidak ada perselisihan dan perdebatan yang memungkinkan adanya
perpecahan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi.39
1. Pengertian Warisan
Hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut Al-mirats, yaitu bentuk
masdar (infinitif) dari kata warisa – yarisu - mirasan. Maknanya menurut bahasa
ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.40
Secara terminology, Mirats berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari
orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Mirats menurut syari’ah
adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah
meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris
tersebut. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling
penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak
kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang
ditinggalkannya, yang disebut dengan warasah, yakni ahli waris dan wali.41
39Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h. 993-995.
40Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Warisan Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani,
1995), h. 33.
41Doi Rahman I, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah), (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 352.
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2. Penghalang Warisan
a. Hal-hal Yang menghalangi menerima warisan
Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan
hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun,
karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris.42
Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang
mewarisi adalah sebagai berikut:
1) Perbudakan
Didalam Al-Qur’an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap
mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan Firman
Allah swt. QS. An-Nahl/16:75:
 ۡ َ  ٰ َ َ  ُر ِ ۡ َ  ٗ ُ ۡ  ا ٗ ۡ َ  ً َ َ  ُ ٱ َبَ َ ٖء َور َ ُ ٰ َ ۡ َز ِ ُ َ ٗ َ َ ً ِۡزر َ ُﻖِﻔُﻨﯾ
 ِﺳ ُﮫۡﻨِﻣ ۡﻞَﺑ ِۚ ﱠ ِ  ُﺪۡﻤَﺤۡﻟٱ َۚنُۥَﻮﺘۡﺴَﯾ ۡﻞَھ ۖاًﺮۡﮭَﺟَو ا ّٗﺮ َۡﻛأ ُھَُﺮﺜ َﻠۡﻌَﯾ َﻻ ۡﻢ َنﻮُﻤ
Terjemahannya:
Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang
tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang
baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan
secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah,
tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.43
42Faturrahman, Ilmu Waris, (Bandung: al-Ma’arif, 1975), h. 83.
43Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 275.
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Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak
cakap mengurusi harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya.44
2) Pembunuhan
Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan
oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya
untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Seperti yang dijelaskan
dalam Bulugul Maram bahwa Nabi saw. bersabda:
ﺎَﻗ W َلﺎَﻗ ِه ِّﺪَﺟ ْﻦَﻋ I ِﮫِﯿَﺑأ ْﻦَﻋ I ٍﺐَْﯿﻌُﺷ ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋَو ُﺳَر َل ِ ﱠ َ  ُلﻮ ﻢﻠ ﺳو ﮫ ﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ
E ٌءْﻲَﺷ ِثاَﺮﯿِﻤْﻟا َﻦِﻣ ِِﻞﺗﺎَﻘْﻠِﻟ َﺲَْﯿﻟ F ﱡﻲِﺋﺎَﺴﱠﻨﻟا ُهاَوَر, َراﱠﺪَﻟاَو ُﻗ ﱡﻲِﻨْﻄْﺒَﻋ ُﻦِْﺑا ُها ﱠَﻮﻗَو , , ِّﺮ َﺒَْﻟا ِﺪ
 َﺮَﻤُﻋ ﻰَﻠَﻋ ُُﮫﻔْﻗَو Wُباَﻮ ﱠﺼﻟاَو I ﱡﻲِﺋﺎَﺴﱠﻨﻟا ُﮫﱠﻠََﻋأَو
Artinya:
Dari Amar Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah
Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Pembunuh tidak mendapat warisan
apapun (dari yang dibunuh).” Riwayat Nasa’I dan Daruqutni, dan dikuatkan oleh
Abdul Bar. Hadits ma’lul menurut Nasa’I dan sebenarnya hadits ini mauquf pada
Amar.45
3) Berlainan Agama
Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang
dianut antara pewaris dengan ahli waris,46 artinya seorang muslim tidaklah mewarisi
dari apa yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim
44Ahmad Hasan, al-Faraidh, (Jakarta: Pustaka Prograsif, 1996), h. 43.
45Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam, versi 2.0,
[Aplikasi Hadits], Kitab Jual Beli Bab Faraidh, No. Hadits, 980.
46Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis),
(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 36.
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tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Dasar hukum berlainan agama adalah hadits
Rasulullah saw:47
 ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠَنأ ٍﺪْﯾَز ِﻦْﺑ َﺔَﻣﺎَُﺳأ ْﻦَﻋ َﺳَو َﻢﱠﻠ َﯾ َﻻ َلﺎَﻗ ِﻓﺎَﻜْﻟا ُﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ُثِﺮ ُثِﺮَﯾ َﻻَو َﺮ
 َﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ُﺮِﻓﺎَﻜْﻟا
Artinya:
Dari Usamah bin Zaid ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Orang muslim tidak
dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan orang kafir tidak dapat
mewariskan hartanya kepada orang muslim." {Muslim: 5/59}48
b. Pembunuhan menghalangi warisan
Jumhur ulama dalam membahas masalah-masalah yang dapat menghalangi
menerima harta warisan sepakat bahwa ahli waris yang membunuh muwarrisnya
menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur
disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap calon
muwarris49nya adalah perbuatan yang memutuskan tali silaturrahmi di antara mereka
sebagai kerabat. Hubungan kekerabatan merupakan salah satu yang menjadi
penyebab terjadinya hubungan waris mewarisi diantara muwarris dan ahli warisnya.
50
Jumhur ulama sepakat pembunuhan sebagai salah satu penghalang kewarisan,
namun terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis dan macam yang menjadi
47Doi Rahman I, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah), (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 342.
48Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, rev 1.03 update
26.03.2009, [Aplikasi Hadits], Kitab Warisan, No. Hadits, 998.
49Orang yang mewariskan harta.
50Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis),
(Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 55-56.
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penghalang menerima warisan tersebut. Ulama mazhab Hanafiyah menyatakan
bahwa jenis pembunuhan yang menjadi halangan mewarisi adalah:
1) Pembunuhan yang dapat diberlakukan qishash51 yaitu pembunuhan sengaja,
direncanakan, dan menggunakan alat yang memungkinkan dapat
menghilangkan nyawa orang lain;
2) Pembunuhan yang hukumnya berupa kafarat52 yaitu pembunuhan mirip
sengaja (semi sengaja) seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya
orang lain tanpa disertai niat dan tujuan untuk membunuh, tetapi orang yang
dipukul dan dianiaya tersebut tiba-tiba meninggal dunia;
3) Pembunuhan khilaf53 yang terdiri dari 2 macam yaitu khilaf maksud seperti
seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan
mengenai sasaran yang ternyata adalah manusia, lalu meninggal. Khilaf
kedua adalah khilaf tindakan seperti seseorang menebang pohon yang tiba-
tiba pohon tersebut roboh dan menimpa keluarganya.
Lebih lanjut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa suatu pembunuhan tidak
langsung dapat dijadikan penghalang dalam menerima warisan tanpa ditahu seluk
beluk mengapa seseorang itu membunuh atau alasan seseorang itu bisa meninggal
dunia. Selain pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena hak juga tidak dapat
51Qishash adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan, mirip dengan istilah
“hutang nyawa dibayar dengan nyawa”. Dalam kasus pembunuhan, hukum qishash memberikan hak
kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.
52Kafarah atau fidyah adalah sumbangan agama yang dibuat dalam Islam ketika puasa
rusak. Sumbangan dapat berupa makanan, atau uang, dan digunakan untuk memberi makan mereka
yang membutuhkan. Mereka disebutkan dalam Al-Qur’an yang membedakan keduanya, tetapi
memadukannya menjadi satu gagasan.
53Khilaf yaitu keliru, salah (yang tidak disengaja). Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI).
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menjadi penghalang mewarisi harta seperti seseorang yang melakukan qishash atau
untuk membela diri, kehormatan diri, ataupun harta miliknya. Sebab larangan
mempusakai itu adalah sanksi bagi pembunuhan yang diharamkan. Sedangkan
pembunuhan karena hak bukan termasuk kedalam pembunuhan yang diharamkan
oleh syara’.54
Selain itu, pembunuhan yang tidak dianggap sebagai penghalang kewarisan
adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum atau
menderita penyakit gila (tidak berakal) dan pembunuhan karena ‘uzur55 seperti
membunuh yang berlebih-lebihan untuk membela diri.
Adapun ulama Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi
penghalang kewarisan adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan tidak langsung
disengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisan adalah
pembunuhan karena khilaf, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap
melakukan perbuatan hukum (gila), pembunuhan yang dilakukan karena hak atau
tugas, dan pembunuhan karena ‘uzur untuk membela diri.56
Ulama mazhab Syafi’iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan
merupakan penghalang dalam mewarisi harta peninggalan yang berlaku secara
mutlak. Tidak ada keringanan bagi pelaku pembunuhan, mereka juga tidak
54Syara’ adalah hukum. Seperangkat peraturan Allah yang berupa ketentuan-ketentuan dan
aturan-aturan tentang tingkah laku manusia yang berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh umat
Islam.
55‘uzur yaitu halangan.
56Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 31-33.
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membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun
tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan.57
Dasar hukum yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi’iyah adalah petunjuk
umum sabda Rasulullah saw yang telah diriwayatkan oleh al-Nasa’I seperti dikutip
terdahulu. Selain itu, diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala
macam tipenya itu dapat menjadi sebab terpecah belahnya suatu hubungan serta
memutuskan tali perwalian/hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris.
Sedangkan ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistis
(masuk akal) dan tidak memberatkan seseorang dalam hal menerima warisan
berkaitan dengan perbuatan yang menjadi penghalang yang ia lakukan, yaitu bahwa
pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang diancam
dengan hukuman qishash, kafarat, dan diyat58 yaitu pembunuhan sengaja, mirip
sengaja, dianggap khilaf, khilaf, tidak langsung, dan pembunuhan oleh orang yang
tidak cakap hukum.59
Terdapat tiga macam unsur pembunuhan sengaja, yaitu:
1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih dalam keadaan hidup
termasuk manusia yang dalam keadaan sekarat (sakit keras);
57Muhammad Jawal Mugniyah, al-Akhwalusy Syakhshiyyah ‘alaa Madzahibil Khamsah (bab
Mirats) diterjemahkan oleh Sarmin Syukur dan Luluk Radliyah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1988), h. 25.
58Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada suatu tindak pidana kepada
korban kejahatan atauwalinya.
59Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 34.
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2) Kematian korban adalah hasil dari perbuatan pelaku artinya kematian yang
terjadi merupakan akibat dari perbuatan pelaku, jika hubungan sebab akibat
tersebut terputus (kematian disebabkan oleh keadaan lain) maka pelaku
tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja;
3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. Artinya pembunuhan
dianggap sebagai pembunuhan sengaja jika dalam diri pelaku terdapat niat
untuk menghilangkan nyawa korban. Niat merupakan instrument paling
penting dalam menilai perbuatan seseorang. Niat untuk menghilangkan
nyawa orang lain ini yang membedakan pembunuhan sengaja dengan
pembunuhan menyerupai sengaja.
Pendapat tersebut dikemukakan oleh jumhur fuqaha yang terdiri dari mazhab
Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi’i, dan mazhab Imam Ahman bin Hambal.
Adapun mazhab Imam Malik tidak menyaratkan adanya syarat khusus dalam
perbuatan pembunuhan ataupun terkait peralatan yang dipakai untuk melakukannya.
Dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja
atau tidak?. Apabila pelaku sengaja melakukan pemukulan misalnya, meskipun tidak
ada maksud untuk membunuh korban maka perbuatannya itu sudah termasuk
pembunuhan sengaja.60
60A. Dzajuli, Fikih Jinayat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 128-130.
BAB IV
HUKUM KEWARISAN BERDASARKAN FIKIH DAN KHI
Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur’an,
yakni untuk mencapai kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik.
Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa beberapa
kedudukan harta dalam pandangan Islam. Pertama, harta sebagai hiasan dan
kebutuhan, dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa harta adalah hiasan (zinah), dalam
fiman Allah QS. Al-Kahfi/18:46:
ٱ ُل َ ۡ َوٱ َن ُ َ ۡ ُ َ ِزٱ ِة ٰ َ َ ۡٱ ۖ َ ۡ َوٱ ٰ َ ِ ٰ َ ۡ ُٱ ٰ َ ِ ٰ ُ ِ  ٌ ۡ َ َ َو ٗ ا َ َ  َ ِ ّ َر َ ٗ َ َأ ٌ ۡ
Terjemahannya
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang
kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk
menjadi harapan.”61
Pada ayat ini dijelaskan bahwa kebutuhan manusia dan kesenangan manusia
terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan, maka
kebutuhan manusia akan harta adalah kebutuhan mendasar. Kedua, harta sebagai
musuh, dijelaskan dalam QS. Al-Taghabun/64:14:
َ َ َٱ َ ِ ٰ َ َۡوأَو ۡ ُ ِ ٰ َ َۡزأ ۡ ِ ِنإ ْ آ ُ َ اَء ُ ِ َ  ۡ ُ ّٗو ُ َ  ۡ ۡۚ ُ وُر َ ۡ َ  ن ْا ُ ۡ
ِن َ  ْاو ُ ِ ۡ َ َو ْا ُ َ ۡ َ َوٱ َ ٌ ِ ر ٞر ُ َ
Terjemahnya:
Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada
yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika
61Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 299.
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kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”62
Dalam ayat ini, sebagian harta dianggap sebagai musuh karena kadang-kadang
istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-
perbuatan yang tidak dibenarkan agama tetapi ayat ini tidak menjelaskan tentang
kedudukan harta sebagai musuh, hanya saja beberapa macam harta dapat menjadi
musuh dan mencelakakan pemiliknya.63
A. Hukum Kewarisan Berdasarkan Fikih
1. Pengertian
Faraidh adalah jamak dari kata fariidah diambil dari kata farada yang artinya
ketentuan atau ketetapan. Pengertian ini terambil dari QS. An-Nisa/4:11;
 َُﻜﻟ ُبَﺮَۡﻗأ ۡﻢُﮭﱡَﯾأ َنوُرَۡﺪﺗ َﻻ ۡﻢُﻛُٓؤﺎَﻨَۡﺑأَو ۡﻢُﻛُٓؤﺎَﺑاَء ۡﻢَﻧ ۚﺎٗﻌۡﻔ ٗﺔَﻀﯾِﺮَﻓ ِّﻣ  ِۗ ﱠ ٱ َﻦ
Terjemahnya:
Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari
Allah.”64
Dari segi bahasa faraa’idh berarti beberapa bagian tertentu. Dengan demikian
Ilmu Faraidh adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu
yang telah ditetapkan oleh syara’ yakni Al-Qur’an dan Hadits.
62Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 557.
63Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, fikih II (Alauddin Press: CV. Berkah Utami, t.th),
h. 127-128.
64Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 78.
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Fard dalam istilah syara’ adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris
seperti ½, ¼, dan sebagainya. Dengan pengertian ini pula istilah faraidh sama halnya
dengan istilah mawaris.
Istilah lain yang sering diungkapkan oleh ulama adalah miraats atau yang
sinonim dengan itu seperti istilah al-Irts, al-Wirts, al-Wiratsah, al-Thurats, al-
Tarikah, oleh A. Hassan kesemuanya diartikan sebagai pusaka, budel, peninggalan,
yaitu benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang mati. Harta peninggalan yang
dikenal dengan pusaka yang menjadi objek kajian Hukum Kewarisan ini disebut pula
waris karena terjadinya peralihan pemilikan harta dari orang yang telah wafat.65
2. Dasar Hukum
Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam)
adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunah Nabi. Ayat-ayat Al-
Qur’an dan sunah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain
sebagai berikut:
a. Ayat-ayat Al-Qur’an
QS. An-Nisaa ayat/4:7
ُﻮﺑَﺮَۡﻗۡﻷٱَو ِنَاﺪِﻟ َٰﻮۡﻟٱ َكََﺮﺗ ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٞﺐﯿِﺼَﻧ ِلﺎَﺟ ِّﺮﻠِّﻟ َو َن ِّﻨﻠِﻟ ِﺼَﻧ ِٓءﺎَﺴ َٰﻮۡﻟٱ َكََﺮﺗ ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٞﺐﯿ ِنَاﺪِﻟ
 ۡﻔ ﱠﻣ ﺎٗﺒﯿِﺼَﻧ َُۚﺮﺜَﻛ َۡوأ ُﮫۡﻨِﻣ ﱠﻞَﻗ ﺎ ﱠﻤِﻣ َنُﻮﺑَﺮَۡﻗۡﻷٱَو ٗﺿوُﺮ ﺎ
Terjemahnya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
65Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, t.t. t.p. (Desember 2013), h. 2-3.
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ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan.”66
Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan
bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak
waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan
subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada
masa Jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang
dapat diwariskan.67
Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai
subjek hukum dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak
yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Diantaranya terdapat dalam
QS. An-Nisaa ayat/4:11:68
 ُ ُ ِ ُٱ ُ ِ ّ َ  ُ ۡ ِ  ِ َ ِ  ۖ ۡ ُ ِ ٰ َ َۡوأ ٓ ِٱ ُ ۡ َ َِ ۡ َ ِ ُ  ِن َق ۡ َ  ٗٓء َٱ ِ ۡ َ َ ۡ َُ َ
َ َ ُ ُ َِﻷَو ُۚﻒۡﺼِّﻨﻟٱ ﺎََﮭﻠَﻓ َٗةﺪِﺣ َٰو ۡﺖَﻧﺎَﻛ نِإَو َۖكََﺮﺗ َﻮَﺑ ِﮫۡﯾ ِﻟ ِﺣ َٰو ِّﻞُﻜ ِﻣ ُُسﺪﱡﺴﻟٱ ﺎَﻤُﮭۡﻨ ِّﻣ ٖﺪ َكََﺮﺗ ﺎ ﱠﻤ
 ۥَُٓﮫﺛِرَوَو ٞﺪَﻟَو ۥُﮫﱠﻟ ﻦُﻜَﯾ ۡﻢﱠﻟ ِنﺈَﻓ ۚٞﺪَﻟَو ۥُﮫَﻟ َنﺎَﻛ نِإ َأ ُهاََﻮﺑ ِﮫ ُِّﻣِﻸَﻓ َﻟ َنﺎَﻛ ِنﺈَﻓ ُُۚﺚﻠﱡﺜﻟٱ ِﮫ ُِّﻣِﻸَﻓ ٞةَﻮِۡﺧإ ٓۥُﮫ
 ٓﺎَﺑاَء ٍۗﻦَۡﯾد َۡوأ ٓﺎَِﮭﺑ ﻲِﺻُﻮﯾ ٖﺔﱠﯿِﺻَو ِﺪۡﻌَﺑ ۢﻦِﻣ ُُۚسﺪﱡﺴﻟٱ ُﻛُؤ َأَو ۡﻢ ۡﻢُﻛُٓؤﺎَﻨۡﺑ ۡﻢُﮭﱡَﯾأ َنوُرَۡﺪﺗ َﻻ َأ ۡﻢَُﻜﻟ ُبَﺮۡﻗ
 ﱠنِإ ِۗ ﱠ ٱ َﻦ ِّﻣ ٗﺔَﻀﯾِﺮَﻓ ۚﺎٗﻌۡﻔَﻧ ِﻜَﺣ ﺎًﻤﯿِﻠَﻋ َنﺎَﻛ َ ﱠ ٱﺎٗﻤﯿ
Terjemahannya:
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu
: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan;
66Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 78.
67Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan
Hukum Positif Di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.
68Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro,
2010), h.116.
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dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya
(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa
di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.69
Dari Firman Allah swt. diatas, potongan kalimat “Bahagian seorang anak
lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”, Mengandung maksud
ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki-laki,
maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka
dia mendapatkan separuhnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka
mendapatkan dua pertiga bagian.
b. Hadits
Hadits Nabi Muhammad saw. yang secara langsung mengatur tentang
kewarisan adalah sebagai berikut:
1) Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim:
69Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 78.
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 َﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  ِلﻮُﺳَر ْﻦَﻋ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ِﮫْﯿ ﱠﻠَﺳَو َلﺎَﻗ َﻢ َأ َﺾِﺋاَﺮَﻔْﻟا اُﻮﻘِﺤْﻟ
 َذ ٍﻞُﺟَر ﻰَﻟَْوِﻸَﻓ ُﺾِﺋاَﺮَﻔْﻟا ْﺖَﻛََﺮﺗ ﺎََﻤﻓ ﺎَﮭِﻠَْھﺄِﺑ ٍﺮَﻛ
Artinya:
Dari Ibnu Abbas ra, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Berikanlah
ketentuan warisan yang pasti itu kepada yang berhak. Adapun sisanya,
maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan yang meninggal
dunia)." {Muslim: 5/59}70
2) Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim:71
 ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠَنأ ٍﺪْﯾَز ِﻦْﺑ َﺔَﻣﺎَُﺳأ ْﻦَﻋ َﻋ ْﯿَﻠ ﱠﻠَﺳَو ِﮫ ُثَِﺮﯾ َﻻ َلَﺎﻗ َﻢا ُﻢِﻠْﺴُﻤْﻟ
 َﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ُِﺮﻓﺎَﻜْﻟا ُثَِﺮﯾ َﻻَو َِﺮﻓﺎَﻜْﻟا
Artinya:
Dari Usamah bin Zaid ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Orang muslim
tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan orang kafir tidak
dapat mewariskan hartanya kepada orang muslim." {Muslim: 5/59}72
c. Ijtihad Para Ulama
Meskipun Al-Qur’an dan Al-Hadits sudah memberikan ketentuan terperinci
mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya
ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an maupun Al-
Hadits.73
3. Rukun dan Syarat
70Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, rev 1.03 update
26.03.2009, [Aplikasi Hadits], Kitab Warisan, No. Hadits, 999.
71Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan
Hukum Positif Di Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12-17.
72Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, rev 1.03 update
26.03.2009, [Aplikasi Hadits], Kitab Warisan, No. Hadits, 998.
73Ahmad Azar Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 9.
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a. Rukun-rukun waris
Rukun-rukun waris yaitu:
1) Muwarris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik
meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan
mati berdasarkan beberapa sebab.
2) Maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah
dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat dan setelah digunakan
untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, irs, turos dan
tarikah.
3) Waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan
si pewaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau karena
hubungan perkawinan.
b. Syarat-syarat waris
Waris-mewarisi itu menyangkut harta benda dan sebagaimana kita ketahui,
harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilikan yang penuh.
Sekarang dengan jalan waris-mewarisi itu akan terjadi peralihan, perpindahan hak
pemilikan, atau hak milik. Oleh karena itu, untuk terjadi waris-mewaris disini
menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut:
1) Telah meninggalnya pewaris baik secara nyata maupun secara hukum
(misalnya dianggap telah meninggal oleh hakim, karena setelah dinantikan
RM
hingga kurun waktu tertentu, tidak terdengar kabar mengenai hidup dan
matinya). Hal ini sering terjadi pada saat datang bencana alam,
tenggelamnya kapal dilautan, dan lain-lain.
2) Adanya ahli waris yang masih hidup secara nyata pada waktu pewaris
meninggal dunia.
3) Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukannya
terhadap pewaris dan jumlah bagiannya masing-masing.74
4. Sebab-sebab Mewarisi dan Halangan Menerima Warisan
Sebab mewarisi karena Sabab.
a) Perkawinan
Perkawinan yang dimaksud adalah mencakup pernikahan yang sah dan
percampuran syubhat, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya
akad yang sah yakni terpenuhinya syarat dan rukun, antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara duda istri, atau
masih dalam status bertalak raj’I, maka di antara keduanya terdapat hak saling
mewarisi sebagaimana ketetapan Allah swt. dalam QS. An-Nisa/4:12:
 َٰوَۡزأ َكََﺮﺗ ﺎَﻣ ُﻒۡﺼِﻧ ۡﻢَُﻜﻟَو ُُﻊﺑ ﱡﺮﻟٱ ُﻢَُﻜﻠَﻓ ٞﺪَﻟَو ﱠﻦَُﮭﻟ َنﺎَﻛ ِنﺈَﻓ ۚٞﺪَﻟَو ﱠﻦُﮭﱠﻟ ﻦُﻜَﯾ ۡﻢﱠﻟ نِإ ۡﻢُﻜُﺟ ﺎ ﱠﻣِﻣ
 َو ۡمُﻛﱠﻟ نُﻛَﯾ ۡمﱠﻟ نِإ ُۡمﺗۡﻛََرﺗ ﺎ ﱠﻣِﻣ ُُﻊﺑ ﱡرﻟٱ ﱠنَُﮭﻟَو ٖۚنۡﯾَد َۡوأ ٓﺎَﮭِﺑ َنﯾِﺻُوﯾ ٖﺔﱠﯾِﺻَو ِدۡﻌَﺑ ۢنِﻣ َۚنۡﻛََرﺗ ۚٞدَﻟ
 َُﮭﻠَﻓ ٞدَﻟَو ۡمَُﻛﻟ َنﺎَﻛ ِنﺈَﻓ َنﺎَﻛ نِإَو ٖۗنۡﯾَد َۡوأ ٓﺎَﮭِﺑ َنوُﺻُوﺗ ٖﺔﱠﯾِﺻَو ِدَۡﻌﺑ ۢن ِّﻣ ُۚمﺗۡﻛََرﺗ ﺎ ﱠﻣِﻣ ُنُﻣﱡﺛﻟٱ ﱠن
 َۡﻛأ ْآُوﻧﺎَﻛ ِنﺈَﻓ ُۚسُدﱡﺳﻟٱ ﺎَﻣُﮭۡﻧ ِّﻣ ٖدِﺣ َٰو ِّلُﻛِﻠَﻓ ٞتُۡﺧأ َۡوأ ٌَخأ ُٓۥﮫَﻟَو َٞةأَرۡﻣٱ َِوأ ًﺔَﻠ َٰﻠَﻛ ُثَرُوﯾ ٞلُﺟَر ََرﺛ
74T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h. 54.
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 ُٓءﺎَﻛَرُﺷ ۡمَُﮭﻓ َكِﻟ َٰذ نِﻣ ٗﺔﱠﯾِﺻَو ۚ ّٖٓرﺎَﺿُﻣ َرۡﯾَﻏ ٍنۡﯾَد َۡوأ ٓﺎَِﮭﺑ ٰﻰَﺻُوﯾ ٖﺔﱠﯾِﺻَو ِدَۡﻌﺑ ۢنِﻣ ُِۚثﻠﱡﺛﻟٱ ﻲِﻓ
 ٞمﯾِﻠَﺣ ٌمﯾِﻠَﻋ ُ ﱠ ٱَو ِۗ ﱠ ٱ َن ِّﻣ
Terjemahanya :
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)
sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan
(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar dari Allah, dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”75
b) Al-wala’
Yaitu kekerabatan karena sebab hukum karena membebaskan budak, disebut
juga wala al-‘itqi dan wala an-ni’mah. Pada dasarnya hak mewarisi ini adalah
kenikmatan yang patut dirasakan oleh si mu’tiq atas pembebasan budak yang
dilakukannya.
Sebab Nasab yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan atau hubungan
darah. Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan darah atau keturunan yang sah
antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu jalur hubungan atau anak pada
garis lurus ke bawah maupun pertalian darah garis menyamping. Hubungan
kekerabatan ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa/4:7;
75Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 79.
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 ِل َ ِ ّ ِ ّ َكَ َ ِ ّ  ٞ ِ َٱ ِنا َ ِ ٰ َ ۡ َوٱ َن ُ َ ۡ َ ۡ َوِ ٓ َ ِ ّ ٞ ِ َ  ِء ِّ َكَ َٱ ِنا َ ِ ٰ َ ۡ َوٱ َن ُ َ ۡ َ ۡ
ٗ و ُ ۡ ٗ ِ َ  ۚ َ ُ َ  َۡوأ ُ ۡ ِ َ ِ
Terjemahnya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah
ditetapkan.”76
Dan firman Allah swt. dalam QS. Al-Anfaal/8:8;
ِ ُ ِٱَ ۡ ُ َو َ ِ ۡٱ َ ِ ٰ َ ۡ َِه َ  ۡ َ َوٱ َن ُ ِ ۡ ُ ۡ
Terjemahnya:
Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik)
walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”77
a. Halangan Menerima Warisan
Faktor sifat.
1) Pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak
berhak mendapatkan warisan. Maka jika ada anak yang membunuh orang
tuanya dengan jalan apapun karena ingin segera mendapatkan harta warisan,
maka sesungguhnya ia telah berdosa besar, yakni dosa membunuh orang tua
dan juga dosa mengambil harta warisan yang bukan merupakan haknya. Hal
ini didasarkan pada riwayat dari Abu Hurairah:
 ُثِﺮَﯾ َﻻ ُِﻞﺗﺎَﻘْﻟا َلﺎَﻗ ُﮫﱠَﻧأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  ِلﻮُﺳَر ْﻦَﻋ َةَﺮْﯾَﺮُھ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ
76Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 78.
77Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 177.
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Artinya:
Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Seorang
pembunuh tidak mewarisi. Shahih: Hadits ini diulang (2695).78
 ْﻦِﻣ ٌﻞُﺟَر ََةدَﺎَﺘﻗ ﺎََﺑأ ﱠَنأ ٍﺐْﯿَﻌُﺷ ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ َﺑ ِﻨ ْﺪُﻣ ﻲ ََﻞَﺘﻗ ٍﺞِﻟا ُﮫْﻨِﻣ َﺬََﺧﺄَﻓ ُﮫَﻨْﺑ ُﺮَﻤُﻋ
 ْﻦِﻣ ًَﺔﺋﺎِﻣ ََﻋﺬَﺟ َﻦﯿِﺛََﻼﺛَو ًﺔﱠﻘِﺣ َﻦِﯿﺛََﻼﺛ ِِﻞﺑ ِْﻹا َو ًﺔ َﺑَْرأ َﻔِﻠَﺧ َﻦﯿِﻌ َِﺧأ ُﻦْﺑا َلﺎَﻘَﻓ ًﺔ ﻲ
 ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ ِلُﻮﺘْﻘَﻤْﻟا َو َﻢﱠﻠَﺳ َﻟ ُلُﻮﻘَﯾ ٌثاَﺮﯿِﻣ ٍِﻞﺗﺎَﻘِﻟ َﺲْﯿ
Artinya:
Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Sesungguhnya Abu Qatadah seseorang
lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Umar mengambil darinya
seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah, tiga puluh unta jad'ah, dan
empat puluh unta khalifah. Keponakan korban berkata, "Aku mendengar
Rasulullah saw bersabda, "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh.
" Shahih: Al Irwa (1670-1671).79
2) Berlainan Agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan
orang nonmuslim walaupun ia adalah orang tua atau anak, dan begitu pula
sebaliknya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya :
 َﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠَنأ ٍﺪْﯾَز ِﻦْﺑ َﺔَﻣﺎَُﺳأ ْﻦَﻋ َْﯿﻠ ِﮫ َو َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳ ُﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ُثِﺮَﯾ َﻻ َﺮِﻓﺎَﻜْﻟا
 َﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ُﺮِﻓﺎَﻜْﻟا ُثِﺮَﯾ َﻻَو
78Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah (Full), [Aplikasi Hadits],
Kitab Faraidh, No. Hadits, 2228-2784.
79Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah (Full), [Aplikasi Hadits],
Kitab Diyat, No. Hadits, 2158-2697.
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Artinya:
Dari Usamah bin Zaid ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Orang muslim
tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan orang kafir tidak
dapat mewariskan hartanya kepada orang muslim." {Muslim: 5/59}80
Dari hadits ini dipahami bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk
saling mewarisi terhitung sejak terjadinya kematian.
3) Budak. Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk
mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki
budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Oleh karena itu, mereka
dianggap tidak cakap bertindak/mengurus harta. Keadaan budak inin
ditegaskan Allah swt. dalam QS. An-Nahl/16:75;
 َﻠَﻋ ُرِﺪۡﻘَﯾ ﱠﻻ ﺎٗﻛُﻮﻠۡﻤ ﱠﻣ اٗﺪۡﺒَﻋ ًَﻼﺜَﻣ ُ ﱠ ٱ َبَﺮَﺿ ٰﻰ َﺷ ٖءۡﻲ َو ۡﻗَز ﱠر ﻦَﻣ ۡزِر ﺎﱠﻨِﻣ ُﮫ َٰﻨ َﺣ ًﺎﻗ ٗنَﺳ ا
 ۡﻟٱ َۚنُۥَﻮﺘۡﺴَﯾ ۡﻞَھ ۖاًﺮۡﮭَﺟَو ا ّٗﺮِﺳ ُﮫۡﻨِﻣ ُﻖِﻔُﻨﯾ َﻮَُﮭﻓ ۡﻤَﺤ ِۚ ﱠ ِ  ُﺪ ۡﻞَﺑ َأ َﻠۡﻌَﯾ َﻻ ۡﻢُھَُﺮﺜۡﻛ َنﻮُﻤ
Terjemahannya:
Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki
yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami
beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki
itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?
Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui81
Faktor kekerabatan.
80Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, rev 1.03 update
26.03.2009, [Aplikasi Hadits], Kitab Warisan, No. Hadits, 998.
81Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 275.
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Dimaksud dengan penggugur karena faktor kekerabatan bahwa orang yang
memenuhi syarat dan memiliki sebab untuk menerima warisan, tetapi karena
kehadiran ahli waris lain yang menyebabkannya terhalang untuk memperoleh
bagiannya yang banyak menjadi sedikit atau bahkan terhalang sama sekali, orang
yang demikian disebut mahjub. Sedangkan hijab adalah penghalang atau dinding
yang merintangi mahjub sehingga tidak memperoleh warisan.82
B. Analisis Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan Perspektif
Mazhab Fikih
Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara
langsung atau tidak langsung. Jumhur fuqaha telah bersepakat dalam pendapatnya
untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang
kewarisan bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.83
Pembunuhan secara langsung, penulis beranggapan bahwa proses ini dilalui
sendiri oleh pelaku, baik itu karena suatu kesengajaan atau tidak, dilakukan sendiri
atau berkelompok. Artinya pembunuhan tersebut tidak melalui perantara, misalnya
seperti pembunuhan yang disengaja maupun tidak disengaja, namun pelaku adalah
orang tersebut. Sedangkan pembunuhan tidak langsung, pelaku bisa saja menyuruh
orang lain untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang ia inginkan.
Mengenai kesepakatan para fuqaha yang menjadikan bahwa pembunuhan itu
pada prinsipnya merupakan penghalang, hal ini dikarena pembunuhan itu merupakan
82Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam, t.t. t.p. (Desember 2013), h. 26-39.
83Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu, diterjemahkan Hadi
Mulya dan Shabahussurur, (Semarang: CV. Asyisyifa’, 1992), h. 555.
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hal yang sangat keji, bukanlah suatu hak ketika manusia merebut nyawa manusia
lainnya, Allah lah yang berhak atas hal itu. Apalagi hal ini dimaksudkan untuk
mempercepat proses penerimaan suatu harta warisan, ini tidak pernah dibenarkan
dalam Islam. Namun para fuqaha berbeda pendapat mengenai jenis juga macam
pembunuhan yang dimaksud, manakala seorang ahli waris dikatakan tidak berhak atas
harta pewaris yang dibunuhnya.
Apabila seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskan hartanya,
maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya tersebut.
Ketentuan ini berdasarkan atas dasar tinjauan kemaslahatan yang menghendaki agar
orang banyak jangan sampai mengambil jalan pintas untuk mendapatkan warisan
dengan jalan membunuh yang jelas-jelas dilarang oleh syara’.84
Dan terdapat pula dalam qaidat al-furu’iyyah yang menetapkan:
ﻋ لﻮﺼﺤﻟا مﺪﻋ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﮫﻧﺈﻓ ، ﮫﺘﻗو ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ءﻲﺷ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻼﺠﻌﺘﺴﻣ نﺎﻛ ﺎﯾأءﻲﺷ ﻰﻠ
Barang siapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka ia tersiksa
dengan tidak memperoleh sesuatu itu.”85
Menurut penulis, Apabila si pembunuh tidak dicegah dari menerima warisan,
tentu banyak ahli waris yang akan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap
muwarrisnya untuk mempercepat mendapatkan (menerima) harta peninggalan
84Toha Abdurrahman, Pembahasan Waris dan Wasihiyat Menurut Hukum Islam,
(Yogyakarta: t.p, t.th), h. 35.
85Moh. Adib Bisri, Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah “Risalah Qawaid Fiqh”, (Kudus:
Menara Kudus, t.th), h. 62.
RT
muwarrisnya tersebut. Selain daripada itu, pembunuhan merupakan suatu jarimah
yang dijatuhi hukuman paling berat. Maka tidaklah layak baik pada aqal maupun pada
syara’, bahwa mengerjakan jarimah dan maksiat menjadi jalan untuk nikmat dan
memperoleh keberuntungan.
Hikmah lain mengapa si pembunuh terhalang untuk mendapatkan hak
menerima warisan dari pewaris, adalah untuk menakut-nakuti agar manusia tidak
melakukan kejahatan yang buruk itu. Pelakunya dilarang untuk mendapatkan bagian
harta pusaka dan di akhirat mendapatkan siksa yang sangat pedih.86
Pembunuhan yang termasuk di atas adalah sebagai mani’ (penghalang), baik
pembunuhan itu dilaksanakan oleh ahli waris sendiri atau ahli wali tersebut
bersekongkol dengan orang yang membunuhnya. Seluruh ulama telah sepakat
menetapkan bahwasannya pembunuhan adalah suatu penghalang (mani’) dari
penghalang-penghalang menerima harta warisan. Namun demikian mereka berbeda
pendapat dalam menentukan macam pembunuhan yang menghalangi si pembunuh
dalam mewarisi harta orang yang telah dibunuhnya.
1. Menurut Mazhab Hanafi
Pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan itu ada macamnya, yaitu:
86Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyiri wa Falsafatuhu, diterjemahkan Hadi
Mulya dan Shabahussurur, (Semarang: CV. Asyisyifa’, 1992), h. 555.
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a) Pembunuhan yang bersanksi qishash yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan
sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan
nyawa orang lain.87 Seperti pedang, golok atau benda tajam lainnya.
Firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2:178:
َيﻲِﻓ ُصﺎَﺼِﻘۡﻟٱ ُﻢُﻜَۡﯿﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ ْاُﻮﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﺎَﮭﱡَﯾأ ۡﻟٱ ۖﻰَﻠَۡﺘﻘ
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh…88
Ketentuan yang berkenaan dengan balasan orang yang melakukan
pembunuhan secara sengaja tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah swt. QS.
An-Nisaa/4:93:
 َٰﺧ ُﻢﱠﻨَﮭَﺟ ۥُهُٓؤاَﺰََﺠﻓ اٗﺪ َِّﻤَﻌﺘ ﱡﻣ ﺎٗﻨِﻣۡﺆُﻣ ُۡﻞﺘۡﻘَﯾ ﻦَﻣَو ِﻠﯿِﻓ اٗﺪ َﺐِﻀَﻏَو ﺎَﮭ َﻌَﻟَو ِﮫَۡﯿﻠَﻋ ُ ﱠ ٱ ۥُﮫَﻟ ﱠﺪََﻋأَو ۥُﮫَﻨ
 ﺎٗﻤﯿِﻈَﻋ ًﺎﺑَاﺬَﻋ
Terjemahnya:
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka
balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya,
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.89
b) Pembunuhan yang bersanksi kafarah yaitu pembunuhan yang dipidana berupa
membebaskan seorang budak yang Islam, atau kalau tidak mungkin, melakukan
puasa 2 (dua) bulan berturut-turut.
87Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 25.
88Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 27.
89Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,
(Surabaya: Halim, 2013), h. 93.
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Pembunuhan yang bersanksi kafarah ada tiga macam, yaitu:
1. Serupa atau mirip dengan sengaja yaitu pembunuhan yang mempergunakan
alat yang semestinya tidak mematikan, misalnya: seorang sengaja memukul
atau menganiaya orang lain dengan alat yang tidak mematikan dan tanpa
disertai niat membunuhnya. Tetapi tiba-tiba orang yang dipukul meninggal
dunia, maka pembunuhnya dikenakan kafarah.
2. Membunuh karena keliru yaitu keliru pada maksudnya dan keliru pada
perbuatannya.
3. Membunuh yang dianggap keliru.90lebih lanjut Ulama Hanafiyah
mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seorang untuk
mewarisi ada 4 yaitu:pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena hak,
pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak,
pembunuhan karena uzur.91
2. Menurut Mazhab Maliki
Bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan
sengaja, baik langsung atau tidak langsung yang bersanksi qishash.
Ulama Malikiyah hanya mengenal 2 macam pembunuhan, yaitu pembunuhan
dengan sengaja dan tidak sengaja. Menurut mereka (Ulama’ Malikiyah) maksud dan
niatlah yang terpenting. Tidak peduli apakah pembunuhan itu langsung atau tidak
90Zakiyah Darajat, Ilmu Fikih, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 22.
91Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Cet. 3, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), h. 89.
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langsung, oleh berakal atau orang gila dan sebagainya. Asal memang ada maksud
atau niat tentulah itu pembunuhan disengaja.92
Dengan demikian, menurut Ulama Malikiyah bahwa pembunuhan yang
menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan-pembunuhan yang dikatakan oleh
Ulama Hanafiyah sebagai berikut: pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja,
pembunuhan tidak langsung.93
Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisan
adalah:pembunuhan karena khilaf, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak
cakap bertindak, pembunuhan karena hak, pembunuhan karena uzur.
3. Menurut Mazhab Syafi’i
Bahwa segala pembunuhan menghalangi pusaka, baik pembunuhan yang
disengaja maupun pembunuhan yang tidak disengaja, baik langsung dilakukan sendiri
ataupun tidak, baik ada alasan ataupun tidak, baik yang membunuh itu orang sampai
umur atau berakal maupun bukan.94
Mereka berpegang pada keumuman sabda Rasullullah saw. yang berbunyi:
 َﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  ِلﻮُﺳَر ْﻦَﻋ َةَﺮْﯾَﺮُھ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ ِﺗﺎَﻘْﻟا َلﺎَﻗ ُﮫﱠَﻧأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠ ُثِﺮَﯾ َﻻ ُﻞ
Artinya:
Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Seorang pembunuh tidak
mewarisi. Shahih: Hadits ini diulang (2695).95
92Zakiyah Darajat, Ilmu Fikih, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 25.
93Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Cet. 3, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), h. 90-91.
94T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h. 57.
95Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah (Full), [Aplikasi Hadits],
Kitab Faraidh, No. Hadits, 2228-2784.
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Dalil tersebut juga dikuatkan oleh suatu analisa bahwa tindak makar
pembunhan itu dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang
justru perwalian itu menjadi dasar waris mewarisi. Dengan demikian tindakan itu
sendiri mewujudkan mani’.96
4. Menurut Mazhab Hambali
Mereka berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan
adalah pembunuhan yang diancam dengan sanksi qishash, kafarah, dan ganti rugi.
Seperti: pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan yang
dianggap khilaf, pembunuhan khilaf, pembunuhan tidak langsung, pembunuhan oleh
orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.97
Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisan menurut
mereka adalah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut, seperti
pembunuhan untuk melaksanakan had atau qishash dan karena uzur, misalnya untuk
membela diri, untuk melawan pengkhianatan, untuk membuat kemaslahatan dan
sebagainya.
Pangkal perbedaan dikalangan ulama diatas adalah adanya perlawanan aturan-
aturan pokok syara’ dalam hal ini dengan tinjauan kemaslahatan menghendaki agar
pembunuh tersebut tidak mewarisi, agar orang banyak jangan sampai mengambil
jalan dari warisan itu untuk membunuh, dan mengikuti lahir, sedangkan ta’abbud
96Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Cet. 3, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), h. 91.
97Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 27.
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mengharuskan tidak dipertahankannya pertimbangan demikian, sebab apabila hal itu
dimaksudkan tentu disinggung oleh syara’.98 Namun demikian, dari uraian-uraian
pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa
semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi kecuali pembunuhan
yang hak yang dibenarkan oleh syari’at Islam.99
Hal lain juga dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa terhalangnya
pembunuhan dari hak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, dapat diihat
dari tiga alasan:
a) Pembunuhan itu memutuskan tali silaturrahmi sebagai penyebab adanya
hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab maka terputus pulalah musabbab
yaitu hukum yang menentukan kewarisan.
b) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan mendapat warisan dengan
cara mempercepat proses berlangsungnya hak itu. Maka untuk maksud
pencegahan hal ini, ulama menetapkan qaidah furu’iyyah.
c) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat. Sedangkan hak kewarisan
adalah suatu nikmat yang akan diperoleh. Maka tidak boleh digunakan untuk
mendapatkan nikmat.100
Adapun mengenai hikmahnya pembunuhan terhalang haknya menerima
warisan, adalah:
98Ibnu Rusyid, Bidayat al-Mujtahid, Diterjemahkan A. Hanafi, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang,
1970), h. 67.
99Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 27.
100Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau,
(Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994), h. 45.
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a) Orang yang membunuh keluarga dekatnya agar ia mendapatkan harta pusaka
karena sebab lain, berarti ia telah memutuskan hubungan keluarga dan menyakiti
orang lain padahal ia diperintahkan untuk memperhatikan kehormatannya
menurut syara’ untuk itu Allah Yang Maha Bijaksana mengharamkan dan
mencegahnya untuk mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuhnya. Allah
telah menolak maksudnya. Karena ia telah mempercepat suatu ketentuan sebelum
datang waktunya. Sehingga ia dihukum dengan larangan mendapatkan harta
warisan.
b) Untuk menakut-nakuti agar manusia tidak melakukan kejahatan yang buruk itu.
Pelakunya dilarang untuk mendapatkan bagian harta pusaka dan di akhirat
mendapatkan siksa yang sangat pedih.101
Para ulama dalam memahami macam-macam pembunuhan yang
menyebabkan hilangnya hak waris berbeda-beda, ada ulama yang menyatakan
pembunuhan yang menjadi penghalang hak waris hanya pembunuhan yang di beri
sanksi qishash dan kafarah, ada yang menyatakan pembunuhan yang dilakukan
dengan sengaja bahkan ada yang menyatakan seluruh jenis pembunuhan adalah
mawani’ul irtsi tanpa terkecuali seperti pendapat yang diungkapkan oleh mazhab
Syafi’I.
Dari keempat pendapat di atas, pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah
pendapat mazhab Hambali karena pendapat mereka selaras dengan dalil-dalil yang
101Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyiri wa Falsafatuhu, diterjemahkan Hadi
Mulya dan Shabahussurur, (Semarang: CV. Asyisyifa’, 1992), h. 554-555.
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menegaskan pembunuhan menjadi penghalang mewarisi harta orang yang dibunuh.
Disamping itu, pendapat mazhab ini menjadi penengah dari pendapat mazhab Hanafi,
Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi’I. Dengan demikian, pembunuhan yang menjadi
penghalang untuk mewarisi itu hanya dari satu sisi saja, yakni sisi si pembunuh dan
seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang telah dibunuhnya tersebut.
Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mayoritas ulama
berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi,
kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan syari’at Islam, seperti algojo yang
melaksanakan tugas hukuman qishash atau hukuman bunuh lainnya. Perhatikan tabel
berikut:
MACAM-MACAM PEMBUNUHAN YANG MENJADI PENGHALANG
DALAM MENERIMA HARTA WARISAN MENURUT IMAM MAZHAB
NO. IMAM
MAZHAB
MENGHALANGI TIDAK MENGHALANGI
1. HANAFIYAH a. Pembunuhan dengan
sengaja.
b. Pembunuhan mirip sengaja.
c. Pembunuhan karena khilaf.
d. Pembunuhan dianggap
khilaf.
a. Pembunuhan tidak
langsung.
b. Pembunuhan karena hak.
c. Pembunuhan yang
dilakukan oleh ghairu
mukallaf.
d. Pembunuhan karena
udzur.
2. MALIKIYAH a. Pembunuhan dengan
sengaja.
b. Pembunuhan mirip sengaja.
c. Pembunuhan tak langsung.
a. Pembunuhan karena
khilaf.
b. Pembunuhan dianggap
khilaf.
c. Pembunuhan karena hak.
d. Pembunuhan yang
dilakukan oleh ghairu
mukallaf.
e. Pembunuhan karena
SR
udzur.
3. SYAFI’IYAH Semua macam pembunuhan
mutlak menjadi penghalang
dalam mewarisi harta.
4. HANABILAH a. Pembunuhan dengan
sengaja.
b. Pembunuhan mirip sengaja.
c. Pembunuhan karena khilaf.
d. Pembunuhan dianggap
khilaf.
e. Pembunuhan tidak
langsung.
f. Pembunuhan yang
dilakukan oleh ghairu
mukallaf.
a. Pembunuhan karena hak.
b. Pembunuhan karena
udzur.
C. Hukum Kewarisan Berdasarkan KHI
1. Pengertian
Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a)
yang berbunyi: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”
Tirkah, seperti dalam pasal 171 huruf (d) KHI, yaitu seluruh harta peninggalan orang
yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang
dan menunaikan wasiat si mati.102
Dari definisi di atas, maka hukum kewarisan menurut KHI mencakup
ketentuan-ketentuan sebagai berikut ketentuan yang mengatur siapa pewaris,
102Arsumi A. Rahman, et al, Ilmu Fikih III, Cet. 2, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1986), h. 1.
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ketentuan yang mengatur siapa ahli waris, ketentuan yang mengatur tentang harta
peninggalan, ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan
dari pewaris kepada ahli waris, Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-
masing.103
2. Landasan Hukum
Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia adalah instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
Menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan,
kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-
undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam itu yang
memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi
Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkannya pada disertasi dari A. Hamid S.
Attamimi. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar
hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-undang dasar 1945, yaitu kekuasaan
Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Apakah dinamakan
Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama.
Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin
dilepaskan dari Instruksi Presiden yang di maksud.
103Sayid Sabiq, Fiqih as Sunnah, Juz III. diterjemahkan Hadi Mulya, (Semarang: Toha Putra,
1980), h. 426.
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Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi
Hukum Islam adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli
1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia
No. 1 tahun 1991.104
3. Syarat dan Rukun
a. Syarat Kewarisan KHI
Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat mewarisi terdapat dalam pasal 171
huruf (b) : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”
Dari uraian pasal 171 huruf (b) tersebut, terdapat tiga hal yang menjadi syarat
seorang mewarisi harta si mati, antara lain:
a) Pewaris meninggal dunia. Hal ini mutlak harus di penuhi, jadi seseorang baru
disebut muwarris apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Baik itu mati
haqiqy (mati sejati), mati hukmy (mati menurut putusan hakim), maupun mati
taqdiry (mati menurut dugaan).
b) Adanya ahli waris. Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat muwarris meninggal
dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan
perpindahan hak itu di dapat melalui jalur waris. Oleh karena itu, setelah
104H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Idonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
1992), h. 53-55.
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muwarris meninggal dunia, maka ahli warisnya harus betul-betul hidup, agar
pemindahan hak itu menjadi nyata.
c) Mengetahui status kewarisan. Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang
meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya, seperti hubungan
suami istri, hubungan kerabat dan derajat kekerabatannya. Sehingga seorang
hakim dapat menerapkan hukum sesuai dengan semestinya.
b. Rukun Kewarisan KHI
1) Adanya pewaris. Termuat dalam pasal 171 huruf (b) KHI: “Pewaris adalah
orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal
berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris
dan harta peninggalan.”
2) Adanya ahli waris. Termuat dalam pasal 171 huruf (c) KHI: “Ahli waris
adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah
atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”
3) Adanya harta warisan. Termuat dalam pasal 171 huruf (e) KHI: “Harta
waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya,
biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian
untuk kerabat.”
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4. Sebab-sebab Mewarisi dan Halangan Menerima Warisan
a. Sebab-sebab Mewarisi
Sebab seorang dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris terdapat pada
pasal 171 huruf (c) KHI: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”
Sebab-sebab kewarisan yang dapat dipahami pada pasal 171 huruf (c) tersebut
ada dua sebab, antara lain:
1) Adanya hubungan nasab (kekerabatan). Orang yang mewariskan dengan
orang yang akan mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan
merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena
kekerabatan termasuk unsur causalitas adanya seseorang yang tidak dapat
dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus
(cerai) maka dapat hilang.
2) Adanya hubungan sabab (perkawinan). Suami-istri saling mewarisi karena
mereka telah melakukan aqad perkawinan secara sah, sekalipun belum atau
tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Dengan
demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya. Demikian pula
sebaliknya.105
105Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1975), h. 36-39.
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b. Halangan Menerima Warisan
Pasal 173 KHI yang berbunyi: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila
dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum
karena:
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya
berat para pewaris;
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”
Dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan penghalang waris terdiri dari:
pembunuhan, mencoba membunuh, penganiayaan berat, fitnah.106
D. Analisis Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan Perspektif
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi
Hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau
rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan
perwakafan.
106Hasbi as-Shidiqi, Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 41.
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Dalam Bab II tentang ahli waris, Pasal 173 KHI yang berbunyi: “Seorang
terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat
para pewaris;
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris
telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara
atau hukuman yang lebih berat.”
Dalam huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris
yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba
membunuh, menganiaya berat, dan memfitnah.107
Sama halnya dalam uraian terdahulu dijelaskan bahwa walaupun fuqaha
masih berselisih pendapat mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang
kewarisan namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa pembunuhan adalah
perbuatan yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris
dari pewaris yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukannya. Perbedaannya
hanya, fuqaha memperdebatkan bentuk dan jenis pembunuhan yang menjadi
penghalang menerima warisan, berbeda dengan KHI yang lebih umum menjadikan
pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan. Hal ini dikarenakan,
pembunuhan itu merupakan tindak pidana yang jika dipidana akan sangat berat
107H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonsia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
2010), h. 78.
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hukumannya. Seperti disebutkan dalam pasal 338 KUHP, yakni hukuman penjara
selama-lamanya 15 tahun, sedangkan dalam hukum Islam dikenakan sanksi
qishash.108
KHI tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang jenis pembunuhan
yang bagaimana saja yang dapat menjadi penghalang dalam menerima warisan.
Namun, jika redaksi pasal penghalang kewarisan ditelaah dengan seksama yaitu
“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah
mempunyai hukum tetap…” maka disimpulkan bahwa seseorang yang telah
melakukan pembunuhan tanpa harus memperhatikan cara melakukan pembunuhan,
jenis pembunuhan, maupun bentuk pembunuhan yang ia lakukan, atas dasar putusan
hakim bahwa ia bersalah telah membunuh maka seseorang tersebut terhalang menjadi
ahli waris sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 ayat a KHI.
Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang secara bahasa berarti
menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa. Kata dasar tersebut mendapat awalan
pe- dan akhiran –an sehingga menjadi kata “pembunuhan” yang berarti proses, cara,
perbuatan membunuh.109
Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh karena
itu, dalam pasal 173, KHI menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan
tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korbannya
jika ia telah terbukti bersalah dan putusan hakim pun harus berkekuatan hukum tetap
108H. M. Asywadie Syukur, Studi Perbandingan Tentang Beberapa Kejahatan dalam KUHP
dan Fikih Islam, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Pers, 1990), h. 62
109Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.3.
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(inkracht). Di samping itu, karena ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pelaku
untuk merealisasikan niatnya misalnya menyewa pembunuh bayaran, maka penetapan
pelaku atas perbuatan tersebut perlu keputusan hakim. Oleh karena itu, pembunuhan
baru bisa dijadikan alasan penghalang kewarisan apabila telah melalui proses
persidangan untuk mengetahui apakah perbuatannya tersebut sudah memenuhi unsur-
unsur dari tindak pidana.
Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharatan dan mengambil
kemashlahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila lima unsur yang pokok dapat
dipelihara dan diwujudkan yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ketika pembunuhan menjadi
penghalang kewarisan oleh KHI dapat dianggap sebagai upaya untuk menjauhi
kemudharatan. Memelihara jiwa atau hifzh nafs adalah salah satu aplikasi dari
maqashid syariah dalam rangka mencapai kemashlahatan.
Seseorang yang membunuh calon muwarrisnya disinyalir ingin mempercepat
pembagian warisan karena pada dasarnya warisan akan diperoleh apabila pemilik
harta tersebut meninggal. Para ulama mengemukakan dua sisi yang dapat dilihat dari
zari’at yaitu dari sisi motivasi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sisi
dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.
Membunuh calon muwarris memiliki unsur kesengajaan dan indikasi kuat
untuk mempercepat mendapatkan warisan. Dan hal ini memiliki dampak yang sangat
hebat. Oleh karena itu, orang yang ingin mempercepat warisan dengan jalan
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membunuh calon muwarris, perbuatan tersebut dapat dicegah jika jalannya tertutup
yaitu dengan menutup haknya dalam menerima warisan.110
E. Analisis Perbandingan Antara Mazhab Fikih dan KHI Tentang Pembunuhan
Sebagai Penghalang Menerima Warisan
Perhatikan tabel berikut:
MACAM-MACAM PEMBUNUHAN YANG MENJADI PENGHALANG
DALAM MENERIMA HARTA WARISAN MENURUT IMAM MAZHAB
NO. IMAM
MAZHAB
MENGHALANGI TIDAK MENGHALANGI
1. HANAFIYAH e. Pembunuhan dengan
sengaja.
f. Pembunuhan mirip sengaja.
g. Pembunuhan karena khilaf.
h. Pembunuhan dianggap
khilaf.
e. Pembunuhan tidak
langsung.
f. Pembunuhan karena hak.
g. Pembunuhan yang
dilakukan oleh ghairu
mukallaf.
h. Pembunuhan karena
udzur.
2. MALIKIYAH d. Pembunuhan dengan
sengaja.
e. Pembunuhan mirip sengaja.
f. Pembunuhan tak langsung.
f. Pembunuhan karena
khilaf.
g. Pembunuhan dianggap
khilaf.
h. Pembunuhan karena hak.
i. Pembunuhan yang
dilakukan oleh ghairu
mukallaf.
j. Pembunuhan karena
udzur.
3. SYAFI’IYAH Semua macam pembunuhan
mutlak menjadi penghalang
dalam mewarisi harta.
4. HANABILAH g. Pembunuhan dengan
sengaja.
h. Pembunuhan mirip sengaja.
i. Pembunuhan karena khilaf.
c. Pembunuhan karena hak.
d. Pembunuhan karena
udzur.
110Rachmat Syafi’I, Ilmu Ushul Fikih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 136.
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j. Pembunuhan dianggap
khilaf.
k. Pembunuhan tidak
langsung.
l. Pembunuhan yang
dilakukan oleh ghairu
mukallaf.
5. KHI
(Kompilasi
Hukum Islam)
b. Pembunuhan
c. Percobaan pembunuhan
d. Penganiayaan berat
e. Fitnah.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan
bahwa pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang dapat menyebabkan
seseorang kehilangan haknya untuk mendapatkan harta warisan.
1. Pembunuhan dalam kewarisan menurut Islam
Pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang terhadap orang lain dan mengakibatkannya meninggal dunia baik secara
langsung (sengaja) maupun secara tidak langsung (tidak sengaja), dan diganjar
dengan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia
yang menyebabkan hilangnya nyawa. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya
tidak dibenarkan seseorang untuk merusak hidup orang lain, baik berupa
penganiayaan berlebih dahulu ataupun langsung membunuh jiwa yang bukan hak.
Terlebih lagi dalam hal untuk mempercepat perolehan harta.
2. Pembunuhan yang tidak dibenarkan dalam menerima warisan
Menurut ulama Syafi’i, pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang
kewarisan. Baik pembunuhan sengaja maupun tidak sengaja, baik dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung, baik dilakukan karena menjalankan hak maupun
tidak, baik pembunuhan yang sudah akil baligh maupun orang yang tidak/belum akil
baligh.
TS
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Menurut ulama Hanafi, pembunuhan yang menjadikan seseorang ahli waris
termasuk ke dalam mawani’ul irtsi adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya
sanksi qishash dan kafarah.
Menurut ulama Maliki, pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan
adalah pembunuhan yang disengaja, mirip sengaja dan pembunuhan tidak langsung
yang disengaja. Menurut ulama Hambali, pembunuhan yang menjadi penghalang
kewarisan adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan
karena khilaf, pembunuhan dianggap khilaf, pembunuhan tidak langsung dan
pembunuhan yang dilakukan oleh yang tidak cakap bertindak.
3. Pembunuhan dalam kewarisan menurut KHI
Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh karena
itu, dalam pasal 173, KHI menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan
tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korbannya
jika ia telah terbukti bersalah dan putusan hakim pun harus berkekuatan hukum tetap
(inkracht). Di samping itu, karena ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pelaku
untuk merealisasikan niatnya misalnya menyewa pembunuh bayaran, maka penetapan
pelaku atas perbuatan tersebut perlu keputusan hakim. Oleh karena itu, pembunuhan
baru bisa dijadikan alasan penghalang kewarisan apabila telah melalui proses
persidangan untuk mengetahui apakah perbuatannya tersebut sudah memenuhi unsur-
unsur dari tindak pidana.
Seseorang yang membunuh calon muwarrisnya disinyalir ingin mempercepat
pembagian warisan karena pada dasarnya warisan akan diperoleh apabila pemilik
harta tersebut meninggal. Membunuh calon muwarris memiliki unsur kesengajaan
dan indikasi kuat untuk mempercepat mendapatkan warisan. Dan hal ini memiliki
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dampak yang sangat hebat. Oleh karena itu, orang yang ingin mempercepat warisan
dengan jalan membunuh calon muwarris, perbuatan tersebut dapat dicegah jika
jalannya tertutup yaitu dengan menutup haknya dalam menerima warisan.
B. Implikasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa percobaan pembunuhan, menganiaya
berat dan fitnah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 173 KHI mempunyai status
hukum yang sama dengan pembunuhan sengaja. Akibatnya, baik pembunuhan
sengaja maupun percobaan pembunuhan, menganiaya berat dan fitnah menyebabkan
pelakunya terhalang untuk menerima warisan. Dapat juga disimpulkan, antara Hukum
Islam dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat perbedaan yang bertentangan antara
satu dengan lainnya terkait dengan prinsip hukum yang dianut oleh masing-
masingnya. Ketentuan dalam Pasal 173 KHI ini bisa diajukan sebagai realisasi dari
prinsip dalam Hukum Islam tentang diserahkannya sebuah ketentuan hukum yang
akan diberlakukan kepada ulil amri atau hakim dalam menentukan hukuman ta’zir
atas tindakan pidana (jarimah). Ketentuan yang dihasilkan ulil amri atau hakim itu
diwujudkan kepada suatu peraturan dalam bentuk pasal hukum yang lahir karena
keputusan peradilan (yurisprudensi), yang dalam hal ini adalah ketentuan pasal
tentang terhalangnya hak kewarisan seseorang karena alasan tindak pidana percobaan
pembunuhan, fitnah maupun menganiaya berat.
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